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KATA PENGANTAR 


Puji syukur kepada Allah SWT dan Shalawat dan Salam kepada 
Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas limpahan rahmat-Nya 
sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Buku Ajar Pemeliharaan 
Data Pendaftaran Tanah untuk mahasiswa Program Diploma IV 
Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. 
Namun secara umum, Buku Ajar ini juga diharapkan dapat bermanfaat 
bagi pembaca secara luas. 

Buku Ajar ini disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata 
Kuliah (CPMK) dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata 
Kuliah Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagai salah satu mata 
kuliah dalam kurikulum Program Diploma IV Pertanahan. Penyusunan 
buku ajar ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui seluk beluk 
tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dari awal pendaftaran 
sampai dengan penerbitan sertipikat. 

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan 
Buku Ajar ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan 
saran demi perbaikan dan kesempurnaan dari semua pembaca yang 
budiman. Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam peyelesaian 
penyusunan Buku Ajar ini. Ucapan terimakasih kami sampaikan 
kepada Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Ketua Program 
Studi Diploma IV Pertanahan, serta para kolega Dosen dan semua 
pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku Ajar ini. 
Semoga amalnya di terima Allah SWT sebagai amal jariyah dan Buku 


Ajar ini dapat bermanfaat. 


Yogyakarta, Oktober 2020 


SAMBUTAN 
KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL 


Mata Kuliah Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah merupakan 
mata kuliah keilmuan, keterampilan, dan praktik, sehingga membekali 
mahasiswa setelah lulus pada mata kuliah ini dapat menerapkan pen- 
catatan perubahan data Pendaftaran Tanah, membuat dokumen-doku- 
men dalam rangka pemutakhiran informasi daftar umum pendaftaran 
tanah di Kantor Pertanahan. Pemeliharaan data pendaftaran tanah 
dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis 
obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di 
dalam daftar umum. 

Pada prinsipnya buku ajar ini menjelaskan seluk beluk tentang 
Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dari awal pendaftaran sampai 
dengan penerbitan sertipikat. Saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Per- 
tanahan Nasional mengapresiasi buku ajar ini yang ditulis oleh Saudara 
Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, karena sangat jarang per- 
pustakaan yang membahas Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. 
Semoga buku ajar ini memberi kemudahan bagi para mahasiswa untuk 
mempelajarinya. Namun tidak tertutup kemungkinan buku ajar ini 


bermanfaat untuk khalayak umum. 


Yogyakarta, 28 Oktober 2020 
Dr. Senthot Sudirman, M.S. 
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PENGANTAR MATA KULIAH 


Mata Kuliah  : Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 
Bobot :3 (Tiga) SKS 


A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 


Setelah menyelesaikan pembelajaran pada mata kuliah ini, 


mahasiswa diharapkan: 


1. 


Mengetahui dan menjelaskan tentang ruang lingkup pemeliharaan 
data pendaftaran tanah. 

Mengetahui dan menjelaskan tentang pemeliharaan data karena 
pemindahan hak. 

Mengetahui dan menjelaskan tentang pemeliharaan data perta- 
nahan karena pembebanan hak. 

Mengetahui dan menjelaskan tentang Pendaftaran Perubahan Data 
Pendaftaran Tanah Lainnya. 

Mengetahui dan menjelaskan tentang tanah sebagai benda wakaf 


dan tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan. 


. Mengetahui dan menjelaskan tentang pencatatan dan hapusnya 


blokir sertipikat, pencatatan blokir atas inisiatif kementerian dan 


pencatatan sita. 


. Deskripsi Mata Kuliah 


Mata Kuliah Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah meliputi: 


Ruang Lingkup Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Pendaftaran 


Peralihan Hak Atas Tanah, Pemeliharaan Data Karena Pembebanan 


Hak, Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya, Tanah 


Wakaf, Blokir Sertipikat. 
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C. Kriteria Penilaian 

Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan Kriteria Penilaian 
yang sesuai dengan Peraturan Akademik, yang bobot nilai dari masing- 
masing unsur, yaitu: Kuis 2046, Tugas Mandiri 2046, Tugas Kelompok 


10”6 Ujian Tengah Semester 256 dan Ujian Akhir Semester 2596. 


D. Rencana Pembelajaran Mingguan 

Model Pembelajaran pada mata kuliah Pemeliharaan Data Perta- 
nahan melalui ceramah, demonstrasi atau simulasi dengan Media Pem- 
belajaran yaitu Modul dan Literatur lain yang berkaitan. Sedangkan 
Pengalaman Belajar dengan cara belajar mandiri, melalui pemahaman 


modul, latihan soal dan berdiskusi. Berikut ini Rencana Pembelajaran 


Mingguan. 
RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN 
TM Ke- Sub Capaian Pokok Bahasan Metode 
CPMK | Pembelajaran Mata Penilaian 
Kuliah (Sub-CPMK) Kom- Bo- 
ponen | bot 
CPMK | Mengetahui dan 1. Pengertian Pemeliharaan | Kuis 10Y6 
1-2 menjelaskan tentang Data Pendaftaran Tanah 
ruang lingkup 2. Pembuatan Akta PPAT 
pemeliharaan data 3. Pengecekan Sertipikat 
pendaftaran tanah 
CPMK | Mengetahui dan 1. Pemindahan Hak Karena | Tugas 106 
3-4 menjelaskan tentang Jual Beli Mandi 
pemeliharaan data 2. Pemindahan Hak Karena | ri 
karena pemindahan Tukar Menukar 
hak 3. Pemindahan Hak Karena 


Hibah 

4. Pendaftaran Peralihan 
Hak Karena Pemasukan 
Dalam Perusahaan 

5. Pemindahan Hak Karena 
Lelang 

6. Peralihan Hak karena 
Pewarisan 

7. Pemindahan Hak Karena 
Pembagian Hak Bersama 

8. Peralihan Hak Karena 
Penggabungan Atau 
Peleburan Perseroan atau 
Koperasi 


Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah xi 


CPMK | Mengetahui dan 1. Pendaftaran Hak Tugas 540 
5-6 menjelaskan tentang Tanggungan Kelom 
pemeliharaan data (Pembebanan, pok 
pertanahan karena Pemberian, Peralihan dan 
pembebanan hak Hapusnya Hak 
Tanggungan) 
2. Hak Tanggungan 
elektronik 
3. Pendaftaran Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai 
atas Hak Milik 
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 2546 
CPMK | Mengetahui dan 1. Perpanjangan, Tugas 106 
8-10 menjelaskan tentang Pembatalan, Mandi 
Pendaftaran Pembaharuan dan ri 
Perubahan Data Perubahan Hak Atas 
Pendaftaran Tanah Tanah 
Lainnya. 2. Pemecahan, Pemisahan, 
dan Penggabungan 
Bidang Tanah 
3.  Hapusnya Hak Atas 
Tanah dan Hak Milik 
Atas Satuan Rumah 
Susun 
4. Perubahan Data 
Pendaftaran Tanah 
Berdasarkan Putusan 
atau Penetapan 
Pengadilan 
5. Penerbitan Sertipikat 
Pengganti 
CPMK | Mengetahui dan 1. Tanah Sebagai Benda Tugas 56 
11-12 menjelaskan tentang Wakaf Kelom 
tanah wakaf 2. Tata Cara Pendaftaran pok 
Tanah Wakaf 
CPMK | Mengetahui dan 1.  Istilah-Istilah Dalam Kuis 1046 
13-15 menjelaskan tentang Blokir Sertipikat 
blokir sertipikat dan | 2. Pencatatan Blokir 
pencatatan sita Sertipikat 
3.  Hapusnya Catatan Blokir 
4. Pencatatan Blokir Atas 
Inisiatif Kementerian 
5. Pencatatan Sita 


UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 


2549 


BAB I 
RUANG LINGKUP 
PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH 


Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang ruang lingkup 
pemeliharaan data pendaftaran tanah, pengertian pemeliharaan data 


pendaftaran tanah, pembuatan akta PPAT, dan pengecekan sertipikat. 


Sub Pokok Bahasan 

1. Pengertian Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 

2. Pembuatan Akta PPAT 

3. Pengecekan Sertipikat Untuk Pemeliharaan Data Pendaftaran 
Tanah 


Uraian: 
A. Pengertian Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan 
sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Peme- 
liharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan 
pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah 
terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum. Pemegang hak 
yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan kepada Kantor 
Pertanahan (Pasal 1 PP No. 24 tahun 1997). 

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang 
tanah dan satuan rumah susun yang di daftar, pemegang haknya dan 
hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Perubahan 


data yuridis berupa: 
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a. peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 
dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, 

b. peralihan hak karena pewarisan, 

c. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau 
koperasi, 

d. pembebanan Hak Tanggungan, 

e. peralihan Hak Tanggungan, 

f. hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun dan Hak Tanggungan, 

g. pembagian hak bersama, 

h. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan 
atau penetapan Ketua Pengadilan, 

i. perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama, 

j. perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. 

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas 
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk kete- 
rangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. 
Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, 
atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. 
Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau diadakan pembebanan 
atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar. 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 
tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun 
serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 PP No. 24 tahun 
1997). 

Tujuan pendaftaran tanah adalah: Pertama, untuk memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, 


kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas 


Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 3 


tanah. Kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah, untuk melaksanakan fungsi 
informasi data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan 
rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Ketiga, untuk 
terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang 
tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan 
hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah 


susun wajib didaftar. 


B. Pembuatan Akta PPAT 

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan 
surat-surat tanda bukti hak bidang-bidang tanah tertentu. Rangkaian 
kegiatan tersebut yang diawali dengan pendaftaran untuk pertama kali 

(initial registration), meliputi juga pemeliharaan (maintenance)-nya 

kemudian, yang bertujuan, agar data yang tersimpan dan disajikan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kotamadya serta surat-surat tanda 

bukti haknya selalu cocok dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam 

rangka pemeliharaan data itulah letak tugas para Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Para PPAT ditugasi membuat akta yang 

merupakan salah satu sumber data yuridis yang diperlukan dalam 

rangka memutakhirkan tata usaha pendaftaran tanah (Harsono, 1995: 

477-483). 

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum 
dikukuhkan melalui berbagai peraturan Perundang-undangan yaitu: 

1. PPAT sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria. Di dalam peraturan tersebut PPAT 
disebutkan sebagai pejabat yang berfungsi membuat akta yang 
bermaksud memindahkan Hak Atas Tanah, memberikan hak baru 


atau membebankan hak atas tanah: 
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2. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan 
dengan Tanah, pengertian PPAT adalah pejabat umum yang diberi 
wewenang untuk membuat akta pemindahan Hak Atas Tanah, Akta 
Pembebanan Hak Atas Tanah dan Akta Pemberian Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang- 
undangan yang berlaku, 

3. Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang pendaftaran tanah, menyatakan bahwa PPAT adalah 
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 
tanah tersebut. 

4. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT adalah 
pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik 
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah 
atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 

PPAT mempunyai tugas yang penting dan strategis dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah yaitu membuat akta peralihan hak 
atas tanah. Tanpa bukti berupa akta PPAT, para Kepala Kantor 
Pertanahan dilarang mendaftar perbuatan hukum yang bersangkutan 
(Harsono, 1995: 478). PPAT dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha 
Negara yang menjalankan kegiatan yang menjalankan urusan 
pemerintahan berupa rangkaian proses pendaftaran tanah. Sekalipun 
PPAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara namun akta-akta PPAT 
bukan merupakan suatu beschikking (keputusan) yang bersifat sepihak, 
namun tetap merupakan perbuatan hukum yang bersifat kontraktual, 
sehingga PPAT tidak dapat digugat melalui PTUN (Lotulung, 1966). 

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah 
dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu, kewenangan PPAT untuk 


membuat akta otentik hanyalah sebatas pada hal-hal mengenai benda- 
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benda tetap (benda-benda tidak bergerak) yang berupa: Hak Atas 

Tanah, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Pejabat Umum adalah organ negara yang mandiri dan berwenang 
untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian 
dan penetapan di bidang keperdataan yang diharuskan oleh suatu 
peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk 
dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, 
menyimpan asli aktanya dan memberikan grosse, salinan dan 
kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 
peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 
Pejabat atau orang lain (Yudara, 2001: 3). 

Perbuatan hukum PPAT adalah sebagai berikut: a. jual beli, b. 
tukar menukar, c. hibah, d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng): 
e. pembagian hak bersama, f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak 
Pakai atas tanah Hak Milik, g. pemberian Hak Tanggungan, h. 
pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Selain akta-akta 
tersebut, PPAT juga membuat Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan yang merupakan akta pemberian kuasa yang 
dipergunakan dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. 
Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran 
perubahan data pendaftaran tanah. 

Menurut ketentuan Pasal 1 PP No. 37 tahun 1998, ada 3 macam 
PPAT yaitu: 

1. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

2. PPAT Sementara, adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena 
jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagai PPAT yang belum 
cukup terdapat PPAT (misalnya Camat dan Kepala Desa). 

3. PPAT Khusus, adalah pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya 
untuk melaksanakan tugas sebagai PPAT dengan membuat akta 
tertentu khusus dalam rangka melaksanakan program pemerintah 


misalnya Kepala Kantor. 
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Perbedaan antara PPAT, PPAT Sementara dan PPAT Khusus : 

a. PPAT diangkat oleh Menteri, sedangkan PPAT Sementara dan PPAT 
Khusus ditunjuk oleh Menteri. 

b. Yang diangkat menjadi PPAT adalah orang perseorangan yang 
memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 6 PP No. 37 tahun 1998 
sedangkan yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat 
Pemerintah dan PPAT Khusus adalah Pejabat BPN yaitu Kepala 
Kantor Pertanahan yang ditunjuk karena jabatannya untuk 
melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu 
khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah 
tertentu. 

c. PPAT dan PPAT Sementara dalam menjalankan tugas 
kewenangannya diijinkan untuk menerima honorarium setinggi 
tingginya 1”6 sedangkan PPAT Khusus tidak memungut biaya dalam 


menjalankan tugasnya. 


C. Pengecekan Sertipikat Untuk Pemeliharaan Data Pendaftaran 
Tanah 

Informasi yang tersaji pada buku tanah atau daftar umum lainnya 
harus sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum sebenarnya dan 
selalu mutakhir. Setiap fakta hukum yang terjadi pada suatu bidang 
tanah harus segera atau langsung dicatat pada buku tanah sedapat 
mungkin dicatat pada sertipikatnya untuk memenuhi asas publisitas 
pendaftaran tanah. Informasi mutakhir yang harus tersaji antara lain 
peralihan hak, pelepasan hak, hapusnya hak, hapusnya pendaftaran 
hak, pembebanan hak, roya, blokir, sengketa, dalam perkara di 
Pengadilan, sita jaminan, putusan pengadilan, dan pemisahan, 
pemecahan, penggabungan bidang tanah. 

Informasi pada Buku Tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan 
harus sama dengan informasi pada sertipikat yang dibawa oleh pemilik 
tanah. Pengecekan sertipikat bermaksud untuk mengetahui apakah 
informasi pada sertipikat sama dengan informasi pada Buku Tanah, 


sekaligus apakah sertipikat tersebut dibuat atau diterbitkan oleh 
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Kantor Pertanahan. Pengecekan sertipikat ini diatur Pasal 97 PMNA/Ka 


BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut: 


9) 


(2) 


Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan 
atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan 
pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian 
sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di 
Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat 
asli. 

Pemeriksaan sertipikat dilakukan untuk setiap pembuatan akta 
oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta 
pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak 
induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh 
perusahaan real estate, kawasan industri dan pengembangan 
sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertipikat tanah induk satu 
kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu 


pemeriksaan sertipikat ulang. 


(3) Apabila sertipikat sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor 


(4) 


(5) 


Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang 
ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “Telah 
diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada 
halaman perubahan sertipikat asli kemudian diparaf dan diberi 
tanggal pengecekan. 

Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan 
dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: 

“PPAT ... (nama PPAT ybs) .... telah minta pengecekan sertipikat” 
kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan. 

Apabila sertipikat ternyata tidak sesuai dengan daftar-daftar yang 
ada di Kantor Pertanahan, maka diambil tindakan sebagai 
berikut: 

a. apabila sertipikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan 


oleh Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua 
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(6) 


(7) 


8) 
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halaman sertipikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan 
dengan kalimat: 

"Sertipikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 
daku araka "kemudian diparaf. 

apabila sertipikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh Kantor Pertanahan akan tetapi data fisik dan atau data 
yuridis yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan 
data yang tercatat dalam buku tanah dan atau surat ukur yang 
bersangkutan, kepada PPAT yang bersangkutan diterbitkan 
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai data yang tercatat 
di Kantor Pertanahan dan pada sertipikat yang bersangkutan 
tidak dicantumkan sesuatu tanda. 

Sertipikat yang sudah diperiksakan kesesuaiannya dengan daftar- 
daftar di Kantor Pertanahan tersebut dikembalikan kepada PPAT 
yang bersangkutan. 

Pengembalian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilakukan pada hari yang sama dengan hari pengecekan. 

SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan 
selambat- lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari 
hari pengecekan. 


Contoh Pencatatan pada Sertipikat yang diserahkan: 


Sebab Perubahan 


Tanggal Pendaftaran 
No Daftar Isian 


Nama yang berhak 
dan 
Pemegang hak lainnya 


Tanda Tangan Kepala 
Kantor dan Cap Kantor 


“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” Paraf 
DI 303 No. 1234 Tanggal 17-03-2018 Jam 09.50 


Paraf dilakukan oleh Kasubsi atau yang ditunjuk. 
Contoh pencatatan pada Buku Tanah dari Sertipikat tersebut: 


Sebab Perubahan 
Tanggal Pendaftaran 
No Daftar Isian 


Nama yang berhak 
dan 
Pemegang hak lainnya 


Tanda Tangan Kepala 
Kantor dan Cap 
Kantor 


“PPAT Alamsyah, SH telah melakukan pengecekan sertipikat” Paraf 


DI 303 No. 1234 Tanggal 17-03-2018 Jam 13.14 
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Terhadap bidang tanah yang akan diwakafkan dengan hak atas 
tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak 
Pakai di atas tanah negara, pengecekan sertipikat dilakukan oleh 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) penulisan pada Buku 


Tanah menjadi sebagai berikut: 


Sebab Perubahan Nama yang berhak Tanda Tangan Kepala 
Tanggal Pendaftaran dan Kantor dan Cap 
No Daftar Isian Pemegang hak lainnya Kantor 


“PPAIW Edi Pramudi S. Ag. Kepala KUA Kecamatan Cipedes telah melakukan 
pengecekan sertipikat” Paraf 
DI 303 No. 2345 Tanggal 20-04-2018 Jam 13.14 


Perbuatan hukum pelepasan kepemilikan dan sekaligus pelepasan 
hak atas tanah yang dilakukan di hadapan Notaris, dihadapan Camat 
atau dihadapan Kepala Kantor tetap harus dilakukan pengecekan 
sertipikat walaupun tidak dijelaskan dalam PMNA/Ka BPN Nomor 3 
Tahun 1997. Pelepasan hak di hadapan Notaris atau dihadapan Camat 
bukan dilakukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
Penulisan pengecekan pada Sertipikat dan Buku Tanah menjadi sebagai 
berikut: 

Pada Sertipikat: 
Sebab Perubahan 
Tanggal Pendaftaran 
No Daftar Isian 


“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” Paraf 


Tanda Tangan Kepala 
Nama yang berhak dan 
. Kantor dan Cap 
Pemegang hak lainnya 


Kantor 


DI 303 No. 2345 Tanggal 20-04-2018 Jam 11.54 
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Pada Buku Tanah: 
Sebab Perubahan Name ena Pamak Tanda Tangan Kepala 
dan 
Tanggal Pendaftaran MAN NA Kantor dan Cap 
No Daftar Isian Hee Kantor 
lainnya 


“Notaris Fajar , SH., MKn. telah melakukan pengecekan sertipikat” 


Paraf 


DI 303 No. 3456 Tanggal 17-05-2018 Jam 14.21 


atau 


“Camat Cipedes Drs.Dedi Darusman telah melakukan pengecekan sertipikat” 


DI 303 No.5678 Tanggal 18-07-2018 Jam 08.45 


Paraf 


atau 


“Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya telah melakukan pengecekan 


sertipikat” Paraf 


DI 303 No. 5689 Tanggal 20-07-2018 Jam 08.45 


Pendaftaran hak karena Pewarisan yang tidak langsung untuk 


dijual, pengecekan sertipikatnya dilakukan oleh Ahli Waris bukan 
dilakukan oleh PPAT atau Notaris, pengecekan dilakukan oleh PPAT 
bilamana ahli waris mau menjual. Pengecekan oleh ahli waris 
dilakukan untuk sekaligus pendaftaran hak warisnya. 

Contoh pencatatan pada Sertipikat: 


Sebab Perubahan 
Tanggal Pendaftaran dan 
No Daftar Isian Pemegang hak lainnya 
“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” Paraf 
DI 303 No. 15678 Tanggal 16-08-2017 Jam 10.30 


Men yanghaak Tanda Tangan Kepala 


Kantor dan Cap Kantor 


Contoh pencatatan pada Buku Tanah dari Sertipikat tersebut: 


Sebab Perubahan Tanda Tangan Kepala 
Nama yang berhak dan 
Tanggal Pendaftaran ane hall aan Kantor dan Cap 
No Daftar Isian Pa Eun Kantor 


Ahli waris (Suradi), telah melakukan pengecekan sertipikat” Paraf 
DI 303 No. 15678 Tanggal 16-08-2017 Jam 10.30 


Perubahan data fisik pendaftaran tanah berupa pemisahan, 
pemecahan dan penggabungan tetap juga harus dilakukan pengecekan 


sertipikat, pengecekan sertipikatnya bukan dilakukan oleh PPAT atau 
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Notaris karena bukan kewenangannya. Pemisahan, pemecahan atau 
penggabungan bidang tanah merupakan kewenangan pemilik tanah 
demikian juga kewenangan pengecekannya. 


Contoh penulisan pada sertipikat: 


Sebab Perubahan 
Tanggal Pendaftaran 
No Daftar Isian 


Nama yang berhak 
dan 
Pemegang hak lainnya 


Tanda Tangan Kepala 
Kantor dan Cap Kantor 


“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” Paraf 


DI 303 No. 6789 Tanggal 21-08-2018 Jam 1.12 


Contoh penulisan pada Buku Tanah: 


Sebab Perubahan Tanda Tangan Kepala 
Nama yang berhak dan 
Tanggal Pendaftaran Pemanas ba jalanaa Kantor dan Cap 
No Daftar Isian sang y Kantor 


“Pemilik Tanah(Suradi) telah melakukan pengecekan sertipikat” Paraf 
DI 303 No.6789 Tanggal 21-08-2018 Jam 11.12 


Apabila pengecekan sertipikat untuk pemisahan, pemecahan, 
penggabungan terhadap bidang tanah Hak Pakai atau Hak Guna 
Bangunan di atas Hak Milik atau yang di atas Hak Pengelolaan, harus 
diperiksa dahulu apakah telah memperoleh ijin tertulis dari pemilik 
tanah dalam hal ini pemegang hak atas tanah Hak Milik atau Hak 
Pengelolaan. 

Contoh penulisan pada Buku Tanah menjadi sebagai berikut: 


Sebab Perubahan 
Tanggal Pendaftaran 
No Daftar Isian 
“Pemegang hak atas tanah telah melakukan pengecekan sertipikat” Paraf 
DI 303 No. 6789 Tanggal 21-08-2018 Jam 1.12 


Nama yang berhak dan 
Pemegang hak lainnya 


Tanda Tangan Kepala 
Kantor dan Cap Kantor 


Pengecekan Sertipikat atas bidang tanah bersama yang didirikan 
Rumah Susun yang akan dilakukan pemisahan dan diterbitkan Hak 
Milik Atas Satuan Rumah Susun, pengecekan sertipikat dilakukan 
sekaligus dengan melampirkan Akta Pemisahan Rumah Susun yang 
ditandatangani Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau 
Bupati/Walikota untuk yang di luar DKI untuk pemecahannya. 


Pemisahan untuk menerbitkan Hak Milik Satuan Rumah Susun belum 
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melibatkan PPAT, jadi keliru kalau yang melakukan pengecekan adalah 
PPAT. Pengecekan sertipikat dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal 
ini oleh pengembang atau sebagai oleh pemegang hak atas tanah bila 
bidang tanah bersama bila di atas Hak Pengelolaan. 


Penulisan pada Buku Tanah sebagai berikut: 


Sebab Perubahan Nama yang berhak Tenda Tabgan Kepali 
Tanggal Pendaftaran dan Kaniae Hape Kantoe 
No Daftar Isian Pemegang hak lainnya p 


“PT. Abadi Jaya telah melakukan pengecekan sertipikat” Paraf 
DI 303 No. 15456 Tanggal 18-08-2018 Jam 14.10 


Apabila sesudah dilakukan pengecekan sertipikat terjadi 
perubahan data pendaftaran tanah yang tercatat dalam buku tanah 
akan tetapi tidak tercatat di sertipikat berupa: 1. Hapusnya hak atas 
tanah, 2. Adanya catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 atau 
Pasal 127 yang belum dihapus atau hapus dengan sendirinya karena 
lewatnya waktu, 3. Adanya perintah status guo atau peletakan sita 


oleh Pengadilan. 


D. Rangkuman 

Pelaksanaan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah yang 
tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau 
status sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik 
yang menyangkut data fisik atau data yuridis. Peranan PPAT sangatlah 
penting, karena peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat 
didaftar apabila dibuktikan dengan akta PPAT. 

PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta 
pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta- 
akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam 
melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang 
akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. 

Wewenang PPAT membuat akta otentik mengenai semua 


perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 
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ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian 
Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak 
Tanggungan, pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, 
mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
yang terletak di dalam daerah kerjanya. 

Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan 
atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun PPAT wajib terlebih dahulu pengecekan sertipikat pada Kantor 
Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat yang bersangkutan dengan 
dengan memperlihatkan sertipikat asli. Akta PPAT dibuat sebanyak 2 
(dua) lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu 
lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk 
keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang 


bersangkutan diberikan salinannya. 


Soal Latihan: 

1. Jelaskan tugas pokok dan kewenangan PPAT? 

2. Jelaskan jenis-jenis PPAT beserta wewenangnya? 

3. Jelaskan macam-macam akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk 
dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah? 

4. Jelaskan perubahan data fisik dan atau data yuridis dalam 
pemeliharaan data pendaftaran tanah? 


5. Jelaskan tentang Pengecekan Sertipikat? 
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BAB II 
PEMELIHARAAN DATA KARENA PEMINDAHAN HAK 


Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang 
pemeliharaan data karena pemindahan hak: pemindahan hak karena 
jual beli, tukar menukar, hibah, pendaftaran peralihan hak karena 
pemasukan dalam perusahaan, pemindahan hak karena lelang, 
peralihan hak karena pewarisan, pemindahan hak karena pembagian 
hak bersama, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan 


perseroan atau koperasi. 


Sub Pokok Bahasan 

1. Pemindahan Hak Karena Jual Beli 

2. Pemindahan Hak Karena Tukar Menukar 

. Pemindahan Hak Karena Hibah 

. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Pemasukan Dalam Perusahaan 
Pemindahan Hak Karena Lelang 

. Peralihan Hak karena Pewarisan 


. Pemindahan Hak Karena Pembagian Hak Bersama 


0 NI Au» W 


. Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau Peleburan Perseroan 


atau Koperasi 


Uraian: 
A. Pemindahan Hak Karena Jual Beli 

Jual beli dimaknai sebagai perbuatan hukum yang berupa 
penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya oleh 
penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya 
kepada penjual (Harsono, 1975). Jual beli yaitu peralihan hak sebagai 


akibat telah dibuatnya suatu perjanjian dengan mana pihak yang 
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pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan 
(tanah) dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah 
dijanjikan. Menurut Pasal 1458 KUH Perdata adalah jual beli dianggap 
telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu 
mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, 
meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. 

Boedi Harsono, berpendapat bahwa “pendaftaran bukan merupa- 
kan syarat terjadinya pemindahan hak atas tanah, karena peralihan hak 
atas tanah telah terjadi pada saat akta jual beli telah selesai dibuat oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (Hasono, 1975) Menurut hukum adat 
tentang jual beli tanah syarat sahnya jual beli harus dilaksanakan 
secara “terang” dan “tunai” atau kontan yaitu: Terang artinya bahwa 
jual beli tersebut harus dilakukan dengan ketua masyarakat adat yang 
bersangkutan ataupun di depan saksi-saksi. Tunai atau kontan berarti 
pembeli harus membayar penuh harga yang telah disepakati. Syarat- 
Syarat Sahnya Suatu Perjanjian: 1) Sepakat mereka mengikatkan: 2) 
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3) Suatu hal tertentu. 4) 
Suatu sebab yang halal. 

Informasi yang tersaji pada buku tanah atau daftar umum lainnya 
harus sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum sebenarnya dan 
selalu mutakhir, hak kepemilikan dan atau hak atas tanah sesuai asas 
terang tunai sudah beralih setelah para pihak membuat akta di Pejabat 
Pembuat Akta Tanah bahkan dapat terjadi kepemilikan telah beralih 
sebelum menghadap PPAT, namun apa yang tersaji pada buku tanah 
dan sertipikat masih belum dilakukan perubahan. Memenuhi asas 
publisitas pendaftaran tanah maka perubahan informasi pada Buku 
Tanah dan Sertipikat ini harus segera dilakukan. 

Sebelum permohonan pendaftaran hak dicatat pada DI 301, 
periksa dokumen persyaratan pembuatan akta seperti Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) 
identitas para pihak dalam akta PPAT dan isi Akta PPAT. Bila 
penggunaan tanah pertanian penerima hak wajib membuat Surat 


Pernyataan yang isinya bahwa dengan penerimaan hak ini kepemilikan 
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tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah 
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat 
Pernyataan ini hanya untuk tanah pertanian tidak diperlukan untuk 
tanah bukan pertanian atau sering disebut tanah pekarangan. 

Pemeriksaaan Akta PPAT diawali dengan memeriksa pihak 
pertama yang mengalihkan hak apakah tidak melanggar asas nemo plus 
yuris, bila tidak sesuai dengan asas nemo plus yuris maka akta 
dikembalikan ke PPAT dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan. 
Contoh pelanggaran asas nemo plus yuris adalah dibuatnya Akta Hibah 
seorang ayah ke salah satu anaknya dalam hal ini sertipikat atas nama 
ayah status harta gono gini sedang istrinya atau ibu anak tersebut 
sudah meninggal. Selanjutnya periksa kewenangan penerima hak, bila 
status penggunaan tanahnya tanah pertanian, atau tanah dengan hak 
atas tanah Hak Milik dibuat Akta Jual Beli ke badan hukum. Bila terjadi 
demikian maka sejak saat dibuatnya akta PPAT tersebut, status tanah 
itu menjadi tanah yang dikuasai Negara atau dikenal dengan Tanah 
Negara. Pendaftaran pada DI 301 tetap dilakukan berkas permohonan 
tidak dikembalikan ke PPAT, sedang pada Buku Tanah dan Sertipikat 
dilakukan pencatatan sebagai berikut: 

Bila penggunaan tanahnya tanah pertanian terlanjur dibuatkan 
akta Jual Beli PPAT yang dalam hal ini pembelinya tidak mempunyai 
kewenangan membeli (misal absentee), maka contoh pencatatan pada 


Buku Tanah dari Sertipikat sebagai berikut: 


Sebab Perubahan Nama yang berhak 
Tanda Tangan Kepala 
Tanggal Pendaftaran dan 
P 3 Kantor dan Cap Kantor 
No Daftar Isian Pemegang hak lainnya 


“PPAT Alamsyah, SH. telah melakukan pengecekan sertipikat” Paraf 
DI 303 No. 1234 Tanggal 01-08-2017 Pukul 12.15 


Dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru 
atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang 
bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia 


bertempat tinggal (PP No. 41 Tahun 1964), telah dilanggar maka tanah 
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absentee tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara 
sejak tanggal akta PPAT disahkan. 

Bila menerima pendaftaran peralihan hak dengan Akta PPAT 
dalam hal ini hak atas tanah Hak Milik pembelinya adalah Badan 
Hukum yang tidak dapat memiliki tanah dengan hak atas tanah Hak 
Milik, berkas permohonan tetap diterima dan dicatat pada DI 301. 
pencatatan penolakan peralihan hak atas tanah pada Buku Tanah dan 
Sertipikatnya sebagai berikut. 

Pencatatan pada Buku Tanah: 


Sebab Perubahan 
Tanggal Pendaftaran 
No Daftar Isian 
“PPAT Alamsyahi, SH. telah melakukan pengecekan sertipikat” Paraf 

DI 303 No. 15679 Tanggal 16-08-2017. Pukul 10.24 


Nama yang berhak dan | Tanda Tangan Kepala 
Pemegang hak lainnya | Kantor dan Cap Kantor 


Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tanah tersebut menjadi tanah 
yang dikuasai langsung oleh negara sejak tanggal akta PPAT Notaris 
Alamsyah, SH., M.Kn dengan Nomor 34 dibuat pada tanggal 16 
Agustus 2017. 


Pencatatan pada Sertipikat: 


PPA naa Nama yang berhak dan Tanda Tangan Kepala 
Tanggal Pendaftaran : 
: Pemegang hak lainnya Kantor dan Cap Kantor 
No Daftar Isian 


“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” Paraf 
DI 303 No. 15679 Tanggal 16-08-2017. Pukul 10.24 


Pencatatan hapusnya hak atas tanah diatas ditindak lanjuti dengan 
pencoretan seluruh halaman pada Buku Tanah dan seluruh halaman 
pada Sertipikat dengan coretan tinta merah secara diagonal dengan 
kalimat hak atas tanah hapus. 

Bila dalam akta jual beli atau akta hibah pihak penerima hak 
memenuhi syarat sebagai pemilik tanah tersebut, maka pencatatan 


sebagai berikut: 


a. 


d. 
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nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta 
hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat 
yang ditunjuk, 


. nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan pada 


halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan 
dibubuhi tanggal pencatatan, dan besarnya bagian setiap pemegang 
hak dalam hal penerima hak beberapa orang dan besarnya bagian 
ditentukan, dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor 
Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Kantor 


Pertanahan: 


. yang tersebut pada huruf a dan b juga dilakukan pada sertipikat hak 


yang bersangkutan dan daftar-daftar umum lain yang memuat nama 
pemegang hak lama, 

nomor hak dan identitas lain dari tanah yang dialihkan dicoret dari 
Daftar Nama pemegang hak lama dan nomor hak dan identitas 
tersebut dituliskan pada Daftar Nama penerima hak. 


Persyaratan Pendaftaran Peralihan Hak Karena Jual Beli 


diantaranya: 


a. 


Selain syarat-syarat standar yang tercantum dalam surat 
permohonan misalnya KTP, lunas PBB dan pajak BPHTB juga 


syarat-syarat pokok yaitu: 


. Sertifikat asli. 
. Akta jual beli dari PPAT. 


. Formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau 


kuasanya diatas materai cukup (dengan keterangan bahwa formulir 
memuat identitas, luas, letak dan penguasaan tanah yang dimohon, 


penguasaan tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 


. Surat kuasa apabila dikuasakan. (Foto copy identitas pemohon (KTP 


dan KK) dan kuasa apabila di kuasakan, yang dicocokan oleh aslinya 
oleh petugas loket dan surat lain yang dianggap perlu (misalnya 
persetujuan suami/istri). 

Foto copy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah 


dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket. 


. Foto copy KTP para penjual dan pembeli dan atau kuasanya. 
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h. 


Ijin pemindahan hak apabila dalam sertifikat/keputusanya 
dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya 
boleh dipindah tangankan jika diperoleh ijin dari instansi yang 
berwenang. Contoh ijin pemindahan dari peralihan hak hak atas 
tanah pertanian, tanah-tanah kegiatan redistribusi tanah (obyek 
landreform, reforma agraria, tanah transmigrasi dan sebagainya) 
Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) bukti 
bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) besarnya biaya 
BPHTB: Pajak BPHTB-596 x (NPOP-NPOPTKP) 

NPOP: Nilai perolehan obyek pajak. NPOP nya adalah nilai tertinggi 
antara harga transaksi dengan harga NJOP tahun berjalan. 
NPOPTKP: Nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak. Besarnya 
NPOPTRP secara nasional adalah 6o juta. 


Pelaksanaan pencatatan pada Buku Tanah dan Sertipikat sebagai 


berikut: 
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PENDAFTARAN PERTAMA KALI 


Luas : 300 M2 


a) HAK » MILIK f) NAMA PEMEGANG 
No 1 00918 Paraf 
Desa/Kel : Mangkubumi 1. Dr. IDHAM MUHAMMAD 
Tgl Berakhirnya Hak : 
Tanggal Lahir/Akta Pendirian 
21/12/1988 
b) NIB : 10.29.03.05.01576 g) PEMBUKUAN 
Letak Tanah TASIKMALAYA, 20 Oktober 2014 
c)  ASAL HAK KEPALA KANTOR PERTANAHAN 
1.  Konversi/Pengakuan Hak KOTA TASIKMALAYA 
Pemberian Hak 
3. Pemecahan/Pemisahan/ Penggabungan AKUR NURASA 
bidang NIP. 19570701 198303 1 005 
d) DASAR PENDAFTARAN h) PENERBITAN SERTIPIKAT 
1. Daftar Isian 202 
Tgl. 23 Juni 2014 TASIKMALAYA, 20 Oktober 2014 
No. 142/VI/2014 KEPALA KANTOR PERTANAHAN 
Surat Keputusan KOTA TASIKMALAYA 
3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan/ 
Penggabungan Bidang 
Tgl. 
No. 
e) SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI 
Tgl. 19-09-2014 
No. 4022/2014 AKUR NURASA 


NIP. 19570701 198303 1 005 


1) 


PENUNJUK 


Asal tanah Milik Adat 301 No. 4321 Tgl. 05-01-2014 


Nama pemegang hak lama dicoret miring ke kanan ke atas dan 


diparaf di ujung kanan. Pencatatan penerima hak baru dilakukan pada 


halaman 3 atau bila halaman 3 sudah penuh dilanjutkan di halaman 4 


Buku Tanah sebagai berikut: 
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Pencatatan pada Buku Tanah: 


Sebab Perubahan 
Tanggal Pendaftaran 
No Daftar Isian 


Nama yang berhak 
dan 
Pemegang hak lain- 


lainnya 


Tanda Tangan Kepala 
Kantor dan Cap Kantor 


“Telah diperiksa dan ses 
DI 303 No. 15 


uai dengan daftar di Kantor Pertanahan” Paraf 
679 Tanggal 16-08-2017. Pukul 10.24 


Akta Jual Beli PPAT 
Alamsyah, SH. Nomor 68 / 
2017 tanggal 16 Agustus 2017. 
Wil Kerja Kota Tasikmalaya 
DI 301: 1234 tgl 18-08-2017 
DI 307: 3456 tgl. 29-09-2017 


Edi Pramudi 
25/03/1961 


DI 208 5869 tgl. 29-09-2017 


Kepala Kantor Pertanahan 
Kota Tasikmalaya 


AKUR NURASA 
NIP. 19570701 198303 1 005 


Sebab perubahan karena hibah, tukar menukar dan pemasukan 


dalam perusahaan pencatatannya sama dengan jual beli, hanya kalimat 
Akta Jual Beli diganti Akta Hibah, Akta Tukar Menukar, atau Akta 


Pemasukan dalam Perusahaan. Selanjutnya juga dilakukan pencoretan 


pemegang hak lama pada Daftar Nama 


pemegang hak baru pada Daftar Nama. 
Pembuatan Daftar Nama diperintahkan oleh Pasal 177 PMNA/Ka 


BPN Nomor 3 Tahun 1997 


sebagai berikut: 


(DI 204) dan pencatatan 


1. Daftar nama dibuat untuk mengetahui pemilikan hak atas tanah, 


Hak Pengelolaan dan atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 


oleh seseorang atau badan hukum. 


2. Daftar nama dibuat dengan menggunakan daftar isian 204. 


3. Satu daftar nama dibuat untuk satu orang atau satu badan hukum. 


4. Untuk Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan 


menurut hukum Indonesia digunakan daftar nama berwarna putih, 


untuk Warga Negara Asing dan Badan Hukum yang tidak didirikan 


menurut hukum Indonesia digunakan daftar nama berwarna 


kuning. 


Pada pelaksanaan pencatatan pada Buku Tanah dimungkinkan 


terjadi adanya kesalahan penulisan, pembetulan kesalahan penulisan 
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ini diatur Pasal 1655 PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai 

berikut: 

1) Coretan-coretan yang bermaksud membetulkan kesalahan 
penulisan dalam pengisian buku tanah harus dibubuhi paraf pejabat 
yang berwenang melakukan pembetulan. 

2) Pembatalan coretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilakukan dengan menulis kembali tulisan yang terlanjur dicoret 
dan tidak dengan membuat garis terputus-putus di bawah kata yang 
dicoret. 

3) Coretan perkataan-perkataan yang telah dicetak dalam buku tanah 
tidak memerlukan paraf. 

4) Pencoretan nama pemegang hak berdasarkan suatu peraturan 
pendaftaran, dilakukan sedemikian rupa sehingga huruf yang 
dicoret masih tetap terbaca. 

Contoh Pembetulan Kesalahan Penulisan: Seharusnya nama Dayat 


Sudrahat terlanjur atau salah ditulis Dayat Sudrajat. 


Sebab Perubahan Nama yang berhak 
Tanda Tangan Kepala 
Tanggal Pendaftaran dan Pemegang hak 
: NN ta Kantor dan Cap Kantor 
No Daftar Isian lain-lainnya 


“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” Paraf 
DI 303 No. 15679 Tanggal 16-08-2017. Pukul 10.24 


Akta Jual Beli PPAT Alamsyah, | 1. Dayat Sudrajat, Kepala Kantor 

SH. Nomor 68 / 2017 tanggal 16 Dayat Sudrahat Pertanahan 
Agustus 2017. Wil Kerja Kota 25/03/1961 Kota Tasikmalaya 
Tasikmalaya 

DI 301: 2673 tgl 23 September 2017 

DI 307: 3456 tgl 29 September 2017 AKUR NURASA 

DI 208 5869 29 September 2017 NIP. 195707011983031005 


Paraf hanya dilakukan oleh yang menandatangani Buku Tanah 


dan Sertipikat dalam contoh di atas adalah paraf dari Akur Nurasa. 


B. Pemindahan Hak Karena Tukar Menukar 

Tukar-menukar dalam Hukum Adat, mengandung arti tidak saja 
karena kebendaan tetapi juga termasuk hal-hal yang menyangkut 
kejiwaan dan pemikiran serta harga menghargai antara yang satu 


dengan yang lain, misalnya tukar-menukar pendapat, tukar-menukar 
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(balas-membalas) budi dan sebagainya (Hadikusuma, 1982: 85). Menu- 
rut Subekti, tukar-menukar merupakan suatu perjanjian konsensual, 
dalam arti bahwa tukar menukar sudah jadi dan mengikat pada detik 
tercapainya sepakat mengenai barang-barang yang menjadi objek dari 
perjanjiannya (Subekti, 1995: 35). Objek peralihan hak melalui tukar 
menukar adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 
Hak Pakai. 

Dengan demikian tukar menukar yaitu peralihan hak yang terjadi 
karena adanya suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak 
mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara 
timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Ketentuan Pasal 1541 
KUHPerdata tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan pihak 
mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling 
memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu 
barang yang lain. Kutipan BAB VI Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan: 

e Pasal 1541: Tukar Menukar ialah suatu persetujuan dengan mana 
kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu 
barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain. 

e Pasal 1542 KUHPerdata segala sesuatu yang dapat dijual dapat pula 
jadi pokok persetujuan tukar menukar. 

e Pasal 1543: Jika pihak yang satu telah menerima barang yang 
ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan kepada 
pihak yang lain buka pemilik barang tersebut maka ia tidak dapat 
dipaksa untuk menyerahkan barang yang telah ia janjikan dari 
pihaknya sendiri melainkan hanya untuk mengembalikan barang 
yang telah diterimanya. 

e Pasal 1544: Barang siapa karena suatu tuntutan hak melalui hukum 
terpaksa melepaskan barang yang diterimanya dalam suatu tukar 
menukar dapat memilih akan menuntut penggantian biaya kerugian 
dan bunga dari pihak lawan atau akan menuntut pengembalian 


barang yang telah ia berikan. 
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e Pasal 1545: Jika barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar 
musnah di luar kelasahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap 
gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan tidak dapat 
menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar 
menukar. 

e Pasal 1546 KUHPerdata untuk lain-lainnya aturan-aturan tentang 
persetujuan jual beli berlaku juga terhadap persetujuan tukar 
menukar. Syarat pendaftaran peralihan hak karena tukar menukar. 

Persyaratan Pendaftaran Peralihan Hak Karena Tukar Menukar: 

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (dengan keterangan 
bahwa formulir permohonan memuat identitas Luas, letak dan 
penguasaan tanah yang dimohon penguasaan tidak sengketa 
pernyataan tanah dikuasai secara fisik). 

b. Surat kuasa apabila dikuasakan. 

c. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 
KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket. 

d. Sertipikat asli. 

e. Akta tukar menukar dari PPAT. 

£ Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/keputusanya 
dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya 
boleh dipindah tangan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang 
berwenang. Contoh ijin pemindahan dari peralihan hak atas tanah- 
tanah kegiatan redistribusi tanah (obyek landreform), reforma 
agraria, tanah-tanah transmigrasi dan lain-lain. 

g. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petuas loket. 

h. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk 
perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. 

Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/keputusanya 


dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh 
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dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang 


berwenang. 


C. Pemindahan Hak Karena Hibah 

Hibah yaitu peralihan hak akibat adanya suatu perjanjian dengan 
mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak 
dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si 
penerima hibah yang menerima penyerahan itu. 

Pasal 66 KUH Perdata bahwa penghibahan adalah suatu 
persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu 
barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menarik kembali untuk 
kepentingan seseorang yang menerima barang itu. Beberapa hal yang 
terkait dengan definisi hibah yaitu dengan “Dengan cuma-cuma” dan 
“Diwaktu hidup si penghibah”. 

Untuk membedakan pemberian yang dilakukan dalam suatu 
testamen (surat wasiat). Pemberian dalam suatu testamen baru akan 
mempunyai kekuatan dan berlaku setelah si pemberi meninggal dunia 
dan sewaktu-waktu selama si pemberi masih hidup, dapat berubah 
atau ditarik kembali olehnya. 

e “Menyerahkan” artinya bahwa dengan penghibahan saja belum 
memindahkan hak karena penghibahan ini tidak berbeda dengan 
jual beli yang merupakan perjanjian obligatoir. 

e “Sesuatu barang” artinya bahwa penghibahan hanya dapat 
dilakukan mengenai barang-barang yang sudah ada. Terhadap 
penghibahan atas barang yang baru akan ada di kemudian hari 
adalah tidak sah atau batal. Apabila yang dihibahkan adalah barang 
yang sudah ada bersama-sama barang yang baru akan ada maka 
penghibahan barang yang sudah ada di kemudian hari adalah tidak 
sah. 

Pada peristiwa pengibahan, si penghibah dilarang memperjanjikan 
bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada 
orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan janji yang 


diperbolehkan dalam hibah antara lain: 
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1. Janji bahwa si penghibah diperbolehkan tetap memiliki kenikmatan 
atas hasil dari barang yang dihibahkan. 

2. Janji bahwa si penghibah akan memakai sejumlah uang dari harta 
benda yang dihibahkan. 

3. Janji bahwa si penghibah tetap berhak mengambil kembali barang 
yang telah dihibahkan baik dalam hal si penerima hibah sendiri atau 
si penerima hibah beserta keturunan-keturunanya meninggal lebih 
dahulu dari pada si penghibah, sepanjang semata-mata untuk 
kepentingan si penghibah. Apabila hal ini dilakukan untuk 
kepentingan hak lain, maka hal tersebut menjadi batal. 

Penghibahan antara suami istri selama dalam perkawinan tidak 
diperbolehkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1678 KUHPerdata, 
biasanya yang dianut KUHPerdata adalah kawin. dalam perkawinan 
maupun kekayaan diperoleh masing-masing selama perkawinan 
Dengan Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan yang 
menganut sistem pemisahan harta kekayaan dimana masing-masing 
pihak berwenang mengelola sendiri terhadap harta-harta yang dibawah 
ke dalam perkawinan termasuk harta yang diperoleh semasa 
perkawinan karena hibah, hadiah maupun warisan ketentuan Pasal 
1678 di atas hanya memiliki arti apabila suami istri kawin dengan 
perjanjian pemisahan harta kekayaan hal ini dimaksudkan untuk 
melindungi orang-orang pihak ketiga mengadakan transaksi-transaksi 
dengan si suami atau si istri dimana mereka menyadarkan pada 
keadaan si suami atau si istri masing-masing itu. 

Walaupun telah ditentukan bahwa penghibahan yang telah 
dilakukan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Terhadap 3 (tiga) 
hal dalam Pasal 1688 KUHPerdata yang memungkinkan penghibahan 
tersebut ditarik kembali yaitu: 

a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan 
telah dilakukan. 

b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu 


melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah 
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atau suatu kejahatan lain (misalnya penistaan) terhadap si 


penghibah. 


. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah 


setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. 


. Penarikan kembali dilakukan dengan menyatakan kehendaknya 


kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali atas barang- 
barang yang telah dihibahkan apabila hal tersebut tidak dapat 
dilakukan secara sukarela maka penuntutan kembali atas barang- 
barang tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang. 


Persyaratan Pendaftaran Peralihan Hak Karena Hibah sebagai 


berikut: 


1. 


Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (dengan keterangan 
bahwa formulir permohonan memuat identitas Luas, letak dan 
penguasaan tanah yang dimohon penguasaan tidak sengketa 


pernyataan tanah dikuasai secara fisik). 


. Surat kuasa apabila dikuasakan. 


. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 


KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan 


aslinya oleh petugas loket. 


. Sertipikat asli. 
. Akta hibah dari PPAT. 


. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya 


dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya 
boleh dipindahtangan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang 
berwenang. Contoh ijin pemindahan dari peralihan hak atas tanah- 
tanah kegiatan redistribusi tanah (obyek landreform), reforma 


agraria, tanah-tanah transmigrasi dan lain-lain. 


. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan 


aslinya oleh petuas loket. 


. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk 


perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. 
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D. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Pemasukan Dalam 
Perusahaan 

Peralihan hak karena pemasukan dalam perusahaan sering dikenal 
dengan istilah Inbreng, yaitu seseorang atau badan hukum pembeli 
saham perusahaan perseroan atau koperasi membayar saham itu 
dengan menyetorkan tanah miliknya sehingga tanah tersebut beralih 
kepemilikannya menjadi milik perusahaan. Pasal 34 ayat (1) UU No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur sebagai 
berikut: 

(&) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang 
dan/atau dalam bentuk lainnya. 

(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal 
saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai 
dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan 
Perseroan. 

(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus 
diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka 
waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani 
atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan 
penyetoran saham tersebut. 

Penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak dalam hal ini 
bidang tanah diatur oleh Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah jo. Pasal 95 ayat (1) huruf d. PMNA/Ka BPN Nomor 
3 Tahun 1997. Inbreng tersebut harus dituangkan ke dalam Akta 
Pemasukan Ke Dalam Perusahaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 
Akta Tanah. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pembeli 
saham dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan berdasarkan harga 
tanah yang dinilai oleh lembaga penilai tanah (appraisal) yang sudah 
diumumkan terlebih dahulu dalam Surat Kabar. Hak atas tanah dari 
bidang tanah yang disetorkan untuk membeli saham harus disesuaikan 
dengan hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh badan hukum 


perseroan atau koperasi tersebut. Bila pembeli saham mempunyai 
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tanah dengan hak atas tanah Hak Milik harus diubah dulu menjadi 
kepemilikan tanah dengan hak atas tanah Hak Guna Bangunan. 

Pemasukan ke dalam perusahaan yaitu peralihan hak yang terjadi 
akibat adanya perjanjian dengan pihak mana yang satu memasukan 
tanahnya sebagai penyertaan kedalam Perseroan Terbatas sebagai 
pihak kedua selanjutnya pihak kedua mengganti nilai tersebut dengan 
saham perusahaan. 

Peralihan karena pemasukan ke dalam perusahaan dapat terjadi 
oleh karena: 1) Dengan cara membeli saham-saham tersebut dari salah 
seorang atau lebih pemilik saham perusahaan (Perseroan Terbatas): 2) 
Dengan cara menyetor sejumlah uang ke dalam kas perusahaan, 
sehingga perusahaan mengeluarkan saham dari portofolionya untuk 
dimiliki oleh orang yang mengeluarkan uang: 3) Dengan cara 
menyetorkan sebidang tanah atau lebih tanah miliknya kepada 
perusahaan untuk menjadi milik perusahaan tersebut. 

Dalam hal seseorang mendapatkan saham-saham tersebut dengan 
cara pertama yaitu membeli dari dari salah seorang pemegang saham 
maka akta yang dibuat bukan Akta Pemasukan Dalam Perusahaan, 
melainkan Akta Jual Beli saham yang dibuat tidak dengan akta PPAT. 
Dalam hal seseorang mendapatkan saham-saham tersebut dengan cara 
kedua yaitu menyetorkan sejumlah uang ke dalam kas perusahaan, 
maka akta yang dibuat bukan Akta Pemasukan Dalam Perusahaan, 
melainkan melalui forum RUPS Perusahaan. Dalam hal seseorang 
mendapatkan saham-saham tersebut dengan cara ketiga yaitu dengan 
cara menyetorkan sebidang tanah atau lebih tanah miliknya kepada 
perusahaan untuk menjadi milik perusahaan tersebut. Dalam hal 
demikian maka perlu dibuat Akta Pemasukan Dalam Perusahaan yaitu: 
a. Pemasukan kedalam perusahaan yaitu peralihan hak yang terjadi 

akibat adanya perjanjian dengan pihak mana yang satu memasukan 
tanahnya sebagai penyertaan kedalam Perseroan Terbatas sebagai 
pihak kedua selanjutnya pihak kedua mengganti nilai tersebut 


dengan saham perusahaan. 


Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 31 


b. Pasal 34 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang. Perseroan 


Terbatas (UU PT) para pendiri/calon pemegang saham PT 


menyetorkan modalnya dalam bentuk: uang tunai, aset, maupun 


good will (kecakapan/nama baik). “inbreng” : bila pemegang saham 


menyetorkan modal dalam bentuk aset pribadinya ke dalam harta 


kekayaan PT, yang diperhitungkan dengan sejumlah saham. 


Syarat-syaratnya: 


Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (dengan 
keterangan bahwa formulir permohonan memuat identitas Luas, 
letak dan penguasaan tanah yang dimohon penguasaan tidak 
sengketa pernyataan tanah dikuasai secara fisik). 

Surat kuasa apabila dikuasakan. 

Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 
KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan 
dengan aslinya oleh petugas loket. 

Fotokopi akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan 
hukum. 

Sertifikat asli . 

Akta Pemasukan ke dalam perusahaan. 

Surat pengantar dari PPAT. 

Ijin pemindahan Hak, jika: 1) Pemindahan hak atas tanah atau 
hak milik atas rumah susun yang di dalam sertipikatnya 
dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya 
boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari 
instansi yang berwenang. 2) Pemindahan hak pakai atas tanah 
Negara. 

Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan 
bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah. 
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E. Pemindahan Hak Karena Lelang 

Istilah lelang berasal dari kata auctio, yang artinya peningkatan 
secara bertahap (Tista, 2013: 46-70). Lelang termasuk salah satu bentuk 
jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak 
memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, 

sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di 

depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum 

(Ahmad, 2004: 3). Pengertian lelang dalam UU No. 19 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah setiap penjualan 

barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan 
atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. 
Berdasarkan pengertian lelang diatas, maka dirumuskan lelang 
adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran 
harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau 
menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan 
pengumuman lelang. Pengaturan tentang lelang tanah, diatur dalam 

PP. No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997, dan PMNA/Kepala BPN 

No. 3 Tahun 1997. Namun demikian, di dalam peraturan perundang 

undangan ini tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan 

lelang. 
Lelang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
terbagi menjadi: 

a. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan 
putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang 
dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undang rangka membantu penegakan hukum. 
Lelang eksekusi meliputi lelang dalam rangka pelaksanaan putusan 
pengadilan, hak tanggungan, sita pajak, sita Kejaksaan/Penyidik dan 
sita Panitia Urusan Piutang Negara. Dalam pelelangan eksekusi 
kadang-kadang tereksekusi menolak untuk menyerahkan sertifikat 
asli hak yang akan dilelang. Hal ini tidak boleh menghalangi 


dilaksanakannya lelang. Oleh karena itu lelang eksekusi tetap dapat 
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dilaksanakan walaupun sertifikat asli tanah tersebut tidak dapat 
diperoleh Pejabat lelang dari tereksekusi (lihat Pasal 41 PP No. 24 
Tahun 1997). 

b. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan 
penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undang 
diharuskan dijual secara lelang. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah 
lelang untuk melaksanakan penjualan Barang Milik Negara/Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang- 
undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan 
hasil hutan lainnya dari tangan pertama. 

c. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik 
swasta orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara 
sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero. 
Ketentuan Pasal 5 Permenkeu No: 40/PMK.o7/2006 mengatur 
Pejabat Lelang Negara dapat melaksanakan lelang untuk semua 
jenis lelang sedangkan Pejabat Lelang Kelas II hanya melaksanakan 
lelang atas permohonan Balai Lelang atas jenis Lelang Non Eksekusi 
Sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero, dan lelang aset 
milik Bank dalam likuidasi berdasarkan PP No. 25 Tahun 1999. 

Syarat sahnya lelang untuk kepentingan pendaftaran pemindahan 
haknya harus terpenuhi syarat materiil dan syarat formal. Syarat 
materiil, pemegang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan rumah 
susun harus berwenang dan berhak atas hak tanah tersebut, demikian 
juga dengan Pembeli harus memenuhi syarat sebagai subjek hak yang 
menjadi objek lelang. Syarat formal, pendaftaran pemindahan hak, 
maka lelang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
harus dibuktikan dengan Berita Acara atau Risalah Lelang yang dibuat 
oleh pejabat dari Kantor Lelang. 

Syarat-syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang 


di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai berikut: 
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a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya diatas materai cukup (dengan keterangan 
bahwa formulir permohonan memuat identitas luas, letak dan 
penguasaan tanah yang dimohon penguasaan tidak sengketa 
pernyataan tanah dikuasai secara fisik). 

b. Surat kuasa apabila dikuasakan. 

c. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 
KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket. 

d. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum 
sertipikat asli. 

. Sertipikat asli. 

Risalah lelang. 


. Penyerahan bukti pelunasan lelang. 


Ta HH» 


. Foto kopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) bukti 
SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak). 

i. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang 

tetap (inkracht). 

Pengaturan mengenai pemindahan hak dengan lelang diatur Pasal 
4 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 107 sampai dengan Pasal 11o 
PMNA/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 

Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuat 
hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang 
yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Pemindahan hak melalui lelang hanya 
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. 
Kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan akta dengan berkas- 


berkasnya kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran kegiatan 
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selanjutnya serta penerimaan sertifikatnya menjadi urusan pihak yang 

berkepentingan sendiri (Pasal, 37 dan 40 PP No. 24 Tahun 1997). 

Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang 
disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan: 
1. Kutipan risalah lelang yang bersangkutan. 

2. Hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 
telah terdaftar atau dalam hal sertifikat dimaksud tidak dapat 
diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi maka dengan 
keterangan Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak bisa 
diserahkannya sertifikat dimaksud dan surat-surat bukti pemilikan 
selain sertifikat untuk tanah yang belum terdaftar. 

. Bukti identitas pembeli lelang. 

. Bukti pelunasan harga pembelian. 


. Bukti pelunasan BPHTB dalam hal bea tersebut terutang. 


NU» W 


. Bukti pelunasan pembayaran PPh, dalam hal pajak terutang. 

Dokumen-dokumen ini akan dijadikan dasar pendaftaran 
peralihan haknya karena lelang (Pasal 41 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 
108 PMNA/Ka BPN No 3 Tahun 1997). 

Prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang 
diawali dengan Kepala Kantor Lelang wajib meminta Surat Keterangan 
Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupa- 
ten/Kota mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan 
dilelang, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang 
tanah atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang 
eksekusi maupun lelang non eksekusi. Selanjutnya Kepala Kantor 
Pertanahan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) 
selambat-lambatnya lima hari kerja setelah diterimanya permintaan 
dari Kepala Kantor Lelang sesuai dengan data fisik dan data yuridis 
mengenai tanah tersebut yang tercatat dalam daftar umum di Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat haknya (Pasal yi PP No. 24 
Tahun 1997). 

Setelah menerima SKPT dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupa- 


ten/Kota, Kepala Kantor Lelang melaksanakan lelang hak atas tanah 
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atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam pelaksanaannya 
lelang ini diserahkan kepada Kepala Kantor Lelang berupa sertifikat 
hak atas tanah atau sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
yang asli, atau tanda bukti hak atas tanah yang belum bersertifikat 
yang mau dilelang, kecuali dalam hal lelang eksekusi bisa sertifikat asli 
tidak diserahkan. 

Setelah Kepala Kantor menerbitkan SKPT selama 5 (lima) hari 
kerja, SKPT tersebut dicatat pada Buku Tanah. Bila saat lelang ada 
sertipikatnya, maka pemenang lelang langsung segera mendaftarkan 
haknya ke Kantor Pertanahan. Pada saat menyerahkan sertipikat untuk 
pendaftaran haknya, Kantor Pertanahan tetap melakukan pengecekan 


sertipikat. 


F. Peralihan Hak karena Pewarisan 
1. Pendaftaran Hak Karena Waris 

Unsur-unsur hukum waris antara lain: Pertama, Pewaris ialah 
seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang 
dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup (Syarifuddin, 1984: 
51). Kedua, harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan 
oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah 
dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenasah, hutang-hutang 
dan wasiat (Fatchurahman, 1981: 36). Ketiga, Ahli waris adalah orang 
yang mempunyai hak harta warisan yang tinggalkan oleh seorang yang 
telah meninggal dunia. Kemudian orang yang mempunyai hak sebagai 
ahli waris dalam hukum Islam ada empat faktor utama (Siddik, 1980: 
48). 

Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam hukum waris 
menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal 
dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannyaberalih 
kepada sekalian ahli warisnya”. Bila Jika seseorang mempunyai hak 
milik meninggal dunia, maka hak miliknya beralih kepada ahli 
warisnya. Peralihan hak milik kepada ahli waris itu terjadi karena 


hukum yang disebabkan karena pemiliknya meninggal dunia. 
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Pewarisan dapat dengan wasiat atau tanpa wasiat. Siapa yang berhak 
mendapat warisan itu, bagaimana dan cara pembagiannya tergantung 
pada hukum warisan yang berlaku. 

Pada asasnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur 
mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia 
meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk 
mencabut hak waris dari paraahli warisnya, tetapi untuk ahli waris ab 
intestato (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian 
tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh 
hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungankekeluargaan 
dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap 
tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali 
(Mulyadi, 201: 9). 

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, 
dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris 
dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang 
tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. 
Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak 
Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli 
Waris (Penjelasan Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997). 

Pendaftaran tanah waris dalam rangka pemeliharaan data 
pendaftaran tanah dilakukan juga perubahan pada data fisik data 
yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak 
yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan kepada Kantor 
Pertanahan dengan menyertakan dokumen sebagaimana diatur dalam 
Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 11 PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 
1997 sebagai berikut: 

@) Sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang 
namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti 
sebagai ahli waris. 

(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib 
melengkapi dokumen-dokumen surat bukti atau surat keterangan 


penguasaan dari Kepala Desa/Kelurahan, dan surat keterangan 
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(3) 


(4) 


(5) 
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yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum 
bersertifikat dari Kantor Pertanahan. 

Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran 
peralihan hak dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat 
tanda bukti sebagai ahli waris. 

Jika ahli waris lebih dari seseorang, maka yang harus dilakukan 
semua ahli waris berdasarkan surat keterangan waris, pendaftaran 
peralihan haknya dilakukan kepada penerima yang berhak sebagai 
hak bersama, Kantor Pendaftaran Tanah akan memasukkan semua 
nama-nama ahli waris ke dalam sertifikat tanah. Dengan 
demikian, maka nama dalam sertifikat tanah bisa lebih dari satu 
orang. 

Warisan menurut akta pembagian waris harus di bagi bersama 
antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum 
ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada 
para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama 
berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta 
pembagian waris tersebut. 


Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa: a) wasiat 


dari pewaris, atau, b) putusan Pengadilan, atau, c) penetapan 


hakim/Ketua Pengadilan. Permohonan pendaftaran peralihan: 


1) 


Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli 
waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 
(dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan 
Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, 

bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan 
hak mewaris dari Notaris, 

bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: 
surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. 

surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan 
permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang 


bersangkutan, 
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5) bukti identitas ahli waris. 

Penjelasan Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 dengan demikian 
menyatakan adanya Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa 
Akta Keterangan Hak Mewarisi, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau 
Surat Keterangan Ahli Waris. Alat Bukti Tertulis tersebut yaitu: 

1. Bagi yang beragama Islam berupa Penetapan Ahli Waris dibuat oleh 
Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris, hal ini diatur 
oleh Pasal 4g huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ini 
selain menetapkan siapa satunya satunya ahli waris dapat sekaligus 
dengan penetapan pembagian warisnya. 

2. Bagi yang selain beragama Islam Penetapan Ahli Waris dan 
penetapan pembagian waris dapat dibuat oleh Pengadilan Negeri 
sebagaimana diatur Pasal 833 KUHPerdata. 

3. Bagi Pribumi dengan Surat keterangan waris juga dapat dibuat di 
bawah tangan dan ditandatangani oleh semua ahli waris, Kepala 
Desa/Lurah dan dikuatkan oleh Camat. 

4. Akta notaris dalam hal pewarisan dapat berupa akta wasiat (Pasal 16 
huruf h UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) atau akta 
pembagian dan pemisahan harta peninggalan (lihat KUHPerdata 
Bab XVII tentang Pemisahan Harta Peninggalan). 

Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 dari 
Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah pernah 
mengatur berdasarkan penggolongan penduduk sebelum kemerdekaan 
Indonesia tentang Surat Keterangan Hak Waris bagi Warga Negara 
Indonesia sebagai berikut: 

a. Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris. 

b. Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, 
disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui atau dikuatkan oleh 
Camat. 


c. Golongan keturunan Cina, oleh Notaris. 
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d. Golongan Timur Asing bukan Cina, oleh Balai Harta Peninggalan 
(BHP). 

Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 
atau Pengadilan Negeri, Akta waris yang dibuat oleh Notaris atau Surat 
Keterangan Waris dibuat ahli waris disaksikan oleh Kepala Desa dan 
dikuatkan Camat dengan demikian diakui secara hukum. Ahli waris 
yang telah memiliki bukti tertulis tersebut huruf a) sampai huruf d) 
Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah 
(Kadaster) di Jakarta tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 
tidak perlu lagi meminta penetapan ahli waris dari pengadilan. 
Ketentuan tersebut di atas diperjelas kembali oleh Pasal m1 ayat (1) 
huruf c. PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997. 

Alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak karena pewarisan dapat 
dibagi dua sebagai berikut: 1). Bukti yang menyatakan nama-nama 
seluruh ahli waris atau yang merupakan satu satunya ahli waris. 2). 
Bukti pembagian waris, yang menunjuk bidang tanah tertentu menjadi 
milik siapa. Pada saat pewaris meninggal maka dapat terjadi dua 
kondisi yaitu Kondisi pewaris tidak membuat wasiat dan Kondisi 
pewaris membuat wasiat. 

2. Pewaris Tidak Membuat Wasiat 

Pada kondisi pewaris tidak membuat wasiat, maka setiap harta 
pewaris termasuk dalam hal ini setiap bidang tanahnya, pada saat 
pewaris meninggal langsung beralih kepemilikan pada seluruh ahli 
waris atau menjadi pemilikan bersama para ahli waris. Bila para ahli 
waris belum berniat membagi maka setiap bidang tanah yang masih 
tercatat atas nama pewaris dapat dilakukan pendaftarannya 
sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (5) PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 11 
ayat (4) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997. Pendaftaran ini perlu 
dilengkapi Surat Kematian Pewaris. Berikut adalah contoh Surat 


Keterangan Waris sekaligus Pembagian Waris untuk Pribumi. 
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SURAT PERNYATAAN DAN PEMBAGIAN WARIS 


Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 


Ls 


Nama: RIDWAN, tempat/tanggal lahir: Tasikmalaya, 2 Maret 
2000, alamat Jl. Ahmad Yani No. 1 Tasikmalaya, KTP: 


3273213346478480001. 


. Nama: SELA, tempat/tanggal lahir: Tasikmalaya, 23 April 2001, 


alamat Jl. Ahmad Yani No. mn Tasikmalaya, KTP No. 
13567765433002. 


. Nama: KELA, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya, 28 Juni 1997. 


Alamat Jl. Ahmad Yani Nomor 1 Tasikmalaya, KTP No. 
1234543560056 menyatakan bahwa kami bertiga adalah satu- 
satunya anak kandung dari ayah nama DAYAT SUDRAJAT lahir 
di Tasikmalaya tanggal 24 Maret tahun 1961 telah meninggal 
dunia di Tasikmalaya tanggal 20 Desember tahun 2018 yang 
menikah dengan ibu...AMINAH...lahir di Tasikmalaya tanggal 
13 Mei 1969 yang juga telah meninggal dunia tanggal 13 Agustus 
tahun 2018. Kami bertiga tersebut di atas dengan demikian 
merupakan satu-satunya ahli waris dari ayah DAYAT 
SUDRAJAT dengan Ibu AMINAH tidak ahli waris lainnya. 
Sesuai wasiat dari almarhum yang pernah disampaikan kepada 
kami bertiga, kami ahli waris sepakat sejak kedua ayah ibu 
kami meninggal harta kedua orang tua kami langsung menjadi 
hak kami masing-masing dengan perincian sebagai berikut: 

a. RIDWAN memperoleh 15 ekor sapi dan deposito di Bank 
Mandiri senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). 

b. SELA memperoleh satu bidang tanah luas 2500 m2 dengan 
sertipikat Hak Milik Nomor 2345 Desa Sukamanah Kec. 
Cipedes Kota Tasikmalaya. 

c. KELA, memperoleh satu bidang tanah bekas milik adat luas 
lebih kurang (kira2) 460 m2 jenis tanah D II letak tanah di 
Persil No. 57 dengan bukti Girik Nomor 3456. 
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Dalam hal ini tidak ada pertukaran, maupun penyerahan hak dari 


masing-masing ahli waris.--- 


Sleman, 4 Maret 2017 


Para Ahli Waris  Tandatangan Saksi-Saksi Tandatangan 

1. RIDWAN ————nerirannanantannannan MAHFUD JAUHARI ——keraranannnnnnennnan 
25SELA—————— seuudaanusan MUHAMAD AGUNG —eraranarnnnnnnnntn 
3KELA 6 tetesan 

Menyaksikan dan Membenarkan, 
Kepala Desa Sukamanah Kec. Cipedes Menguatkan, 
No. 072/XI1/2017 tgl. 18-12-2017 Kota Camat Cipedes 
Tasikmalaya No. 759/Kec/XII/2017 tgl. 22-12-2017 
(ASEP DADANG) (ITANG YUNIAR, SH) 


Setelah seluruh bidang tanah atas nama pewaris masing-masing 
didaftar atas nama seluruh ahli waris status selanjutnya menjadi 
pemilikan bersama, maka bila di kemudian hari mau mengakhiri 
pemilikan bersama, pelaksanaannya menggunakan bukan dengan Akta 
Pembagian Waris tetapi dengan Akta Pembagian Hak Bersama yang 
dibuat PPAT. Sebaliknya apabila belum didaftar sebagai pemilikan 
bersama para ahli waris bermaksud membagi harta warisan tersebut 
maka dibuat Akta Pembagian Waris yang dapat dibuat di bawah 
tangan. Pembagian waris ini dapat dibuat bersamaan dengan 
penentuan atau penetapan siapa saja ahli waris atau dikenal dengan 
istilah satu-satunya ahli waris. Pembagian waris ini dapat dibuat 
bersamaan dengan Penetapan Waris dari Pengadilan baik Pengadilan 
Agama atau Pengadilan Negeri. Pembagian Waris ini juga dapat dibuat 
bersamaan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris 
atau yang dibuat oleh Ahli Waris Pribumi yang disaksikan oleh Kepala 
Desa dikuatkan Camat. Sudah adanya Pembagian Waris ini tidak 
diperlukan lagi Akta PPAT misalnya Akta Pembagian Hak Bersama, 
demikian ketentuan dalam penjelasan Pasal 42 ayat (4) Peraturan 


Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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Bila tidak ada wasiat dari pewaris maka sebelum dibuat 
kesepakatan pembagian waris, ada tenggang waktu bahwa harta 
pewaris menjadi harta bersama, hal ini yang perlu dicatat terlebih 
dahulu sebelum dicatat harta waris jatuh pada seorang penerima 


warisan tertentu. 


G. Pemindahan Hak Karena Pembagian Hak Bersama 

Pembagian Hak bersama atas tanah menjadi hak masing-masing 
pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT 
yang berwenang yang membuktikan kesepakatan antara para 
pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut 
(Pasal 51 PP No. 24 Tahun 1997), akta PPAT menjadi dasar bagi 
pendaftarannya. 

Pembagian hak bersama, yaitu peralihan hak yang terjadi sebagai 
akibat timbulnya perjanjian diantara para pihak untuk mengakhiri 
suatu pemilikan bersama. Persyaratan: 

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (dengan keterangan 
bahwa formulir permohonan memuat identitas Luas, letak dan 
penguasaan tanah yang dimohon penguasaan tidak sengketa 
pernyataan tanah dikuasai secara fisik). 

b. Surat kuasa apabila dikuasakan. 

c. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 
KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket. 

d. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum 
sertipikat asli. 

e. Sertipikati asli. 


f. Akta pembagian hak bersama dari PPAT. 
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H. Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau Peleburan 


Perseroan atau Koperasi 


a. Peralihan Hak Karena Merger 


Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan 


dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya 


sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaan 


dimasukan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger terbagi 


menjadi tiga yaitu: 


a. 


Merger Horizontal: adalah merger yang dilakukan oleh usaha 
sejenis (usahanya sama), misalnya merger antara dua perusahaan 


roti perusahaan makanan. 


. Merger Vertikal: adalah merger yang terjadi antara perusahaan 


perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi 
yang berurutan. Contohnya: perusahaan pemintalan benang merger 
dengan perusahaan kain, perusahaan ban merger dengan 


perusahaan mobil. 


. Konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang 


menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada 
kaitanya misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan 
elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan 
makanan. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai 
pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil 
yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara 
kedua perusahaan yang disatukan. 
Persyaratan: 

Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (dengan keterangan 
bahwa formulir permohonan memuat identitas Luas,letak dan 
penguasaan tanah yang dimohon penguasaan tidak sengketa 


pernyataan tanah dikuasai secara fisik). 


. Surat kuasa apabila dikuasakan. 
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. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 


KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan 


aslinya oleh petugas loket. 


. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum yang telah 


dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum. 


. Sertifikat asli. 


. Surat pengantar dari Notaris/PPAT: 


a. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/pele- 
buran tersebut tidak dalam status likuidasi. 

b. Ijin pemindahan Hak, jika diperlukan. 

c. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan 
bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah. 


. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau 


Peleburan Perseroan Atau Koperasi 


Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 


Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur 


pendaftaran peralihan hak karena penggabungan atau peleburan 


perseroan atau koperasi sebagai berikut: 


a) Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas 


b 


— 


satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan 
perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi 
perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur dapat 
didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya 
penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang 
bersangkutan setelah penggabungan atau peleburan tersebut 
disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 
karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang 
didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung 


atau melebur didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka 
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likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1). 

Penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dapat 
terjadi tidak didahului dengan likuidasi dan didahului dengan likuidasi. 
Likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pembubaran 
perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran 
kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa 
kepada para pemegang saham (Persero)”. Likuidasi bertujuan untuk 
melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang 
dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah 
Perseroan dibubarkan, dalam hal ini pembubaran Perseroan tersebut 
bukan akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang 
dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, 
kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan 


dalam rangka likuidasi. 


c. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Penggabungan Perseroan 
Atau Koperasi 

Penggabungan Perseroan Atau Koperasi sering dikenal dengan 
istilah merger. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 9g UU No. yo Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur sebagai berikut: 
“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 
perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain 
yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan 
yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan 
yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum 
perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.” 

Merger atau penggabungan merupakan tindakan hukum 
dilakukan oleh 2 pihak yang sah yaitu: Perseroan yang menggabungkan 
diri satu atau lebih persero (merging company(ies)) dan Perseroan satu 
persero yang menerima penggabungan (surviving company). Aktiva 
dan pasiva dari merging companylies) akan beralih ke surviving 


company dan status badan hukum merging companytlies) berakhir. 
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d. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Peleburan Perseroan Atau 
Koperasi 

Peleburan perusahaan sering disebut dengan istilah konsolidasi 
hampir sama dengan penggabungan perusahaan hanya dalam 
peleburan dua atau lebih perusahaan yang bergabung dan meleburkan 
diri membentuk perusahaan baru, sedangkan perusahaan yang lama 
bubar. Setelah proses peleburan, aktiva dan pasiva dari perusahaan 
yang dileburkan beralih menjadi aktiva dan pasiva perusahaan baru 
hasil peleburan. PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum, dan 
menurut Pasal 122 ayat (2) UUPT bahwa berakhirnya PT tersebut 
terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Waktu pengakhiran 

PT yang meleburkan diri terhitung bubar sejak tanggal akta pendirian 

PT hasil peleburan disahkan oleh Menteri. Pasal 122 ayat (3) UUPT 

menyebutkan bahwa dalam hal berakhirnya PT yang terjadi tanpa 

dilakukan likuidasi terlebih dahulu, maka berakibat pada: 

a) aktiva dan pasiva PT yang meleburkan diri beralih karena hukum 
kepada PT yang menerima dalam hal ini PT baru hasil peleburan, 

b) pemegang saham PT yang meleburkan diri karena hukum menjadi 
pemegang saham PT yang menerima dalam hal ini PT baru hasil 
peleburan, dan 

c) PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak 
tanggal peleburan mulai berlaku. 

Peleburan koperasi dimungkinkan dan diatur di dalam Undang- 


Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 


I. Rangkuman 

Peralihan hak atas tanah adalah “Pemindahan hak atas tanah dan 
hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, 
hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang 
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- 


undangan yang berlaku” (Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997). 
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Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa peralihan hak 
atas tanah tersebut hanya dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan 
apabila, dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT. 

Dengan demikian secara sederhana peralihan hak itu dilakukan 
dengan cara pemindahan hak seperti jual-beli, tukar menukar, hibah, 
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum, lelang, 
pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan 
perseroan atau koperasi dan pemindahan hak lainnya. Peralihan 
terbagi menjadi Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih 
dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah 
tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya 
melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya 
hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, 
misalnya melalui jual beli. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan akta PPAT dan 
dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran 
peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada kantor pertanahan 
kabupaten/kota setempat, selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak 
ditandatanganinya akta yang bersangkutan. 

Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat 
didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh 
Pejabat Lelang. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu 
bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka 
lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi, Kepala Kantor Lelang 
wajib meminta keterangan kepada Kantor Pertanahan mengenai 
bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang. Keterangan 
ini sangat penting bagi pejabat Lelang untuk memperoleh walaupun 
tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan sedang dalam 
sengketa atau dalam status sitaan. 

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat 
pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa 
sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. 


Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata 
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yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan 
juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum 
kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran 
tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan 
keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat 
berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli 
Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. 

Beralihnya hak dalam penggabungan atau peleburan perseroan 
atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi terjadi karena. 
Karena itu cukup dibuktikan dengan akta yang membuktikan 
terjadinya penggabungan atau peleburan tersebut. Ketentuan ini secara 
mutatis mutandis berlaku untuk penggabungan atau peleburan badan 
hukum lain. Dalam rangka likuidasi dilakukan pemindahan hak, yang 


kalau mengenai tanah dibuktikan dengan akta PPAT. 


Soal Latihan: 

1. Bagaimana prosedur Peralihan Hak Atas Tanah menurut PP No. 24 
Tahun 1997? 

2. Apa saja syarat sahnya peralihan hak atas tanah melalui jual beli? 

3. Apakah hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
(PPJB) secara hukum telah beralih kepada pembeli meskipun tanah 
tersebut belum disertifikatkan? 

4. Bagaimana cara pembatalan akta jual beli atas tanah? 

5. Jelaskan persyaratan pendaftaran peralihan hak karena hibah? 

6. Jelaskan pembagian lelang hak atas tanah atau Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun? 

7. Jelaskan syarat sahnya lelang untuk kepentingan pendaftaran 
pemindahan haknya? 

8. Jelaskan cara peralihan hak atas tanah melalui pewarisan? 

9. Jelaskan unsur-unsur hukum waris? 

10. Jelaskan peralihan hak yang terjadi sebagai akibat timbulnya 
perjanjian diantara para pihak untuk mengakhiri suatu pemilikan 


bersama? 
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(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3632). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746). 
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Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 


Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 


BAB III 
PEMELIHARAAN DATA KARENA PEMBEBANAN HAK 


Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pemeliharaan data pertanahan 
karena pembebanan hak, antara lain pendaftaran, pembebanan, 
peralihan dan hapusnya hak tanggungan, hak tanggungan elektronik 


serta pendaftaran hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik. 


Sub Pokok Bahasan 

1. Pendaftaran Hak Tanggungan (Pembebanan, Pemberian, Peralihan 
dan Hapusnya Hak Tanggungan) 

2. Hak Tanggungan elektronik 


3. Pendaftaran Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Hak Milik 


Uraian: 
A. Pendaftaran Hak Tanggungan 
1. Pembebanan Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan merupakan lembaga hak jaminan yang dapat 
dibebankan pada hak atas tanah, sebagai pengganti lembaga Hypotheek 
dan Credietverband. UU Hak Tanggungan lahir atas kehendak Pasal 51 
UUPA, sebelum Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan (UU Hak Tanggungan) terbentuk, maka berlaku ialah 
ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband dalam S. 1908- 
542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190. 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada 
kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa 


jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak 
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menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan 
menurut ketentuan peraturan  perundang-undangan yang 
bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang 
lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak 
mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan- 
ketentuan hukum yang berlaku (Penjelasan UU Hak Tanggungan). 

Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah yg memenuhi 2 
(dua) syarat, yakni wajib didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas 
dan dapat dipindah tangankan untuk memudahkan pelaksanaan 
pembayaran utang yang dijamin pelunasannya. Objek Hak Tanggungan 
adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan dalam 
perkembangan kemudian Hak Pakai di atas tanah negara dan Hak 
Milik atas Satuan Rumah Susun. Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan 
di atas Hak Pengelolaan dan Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di 
atas Hak Milik dapat juga menjadi objek Hak Tanggungan sepanjang 
disetujui pemilik tanahnya. 

Sesuai dengan asas pemisahan horizontal, maka HT dibebankan 
pada Hak Atas Tanah, benda-benda yg merupakan kesatuan dengan 
tanah, bangunan, tanaman, dan segala yang tumbuh dan akan tumbuh 
di atasnya secara hukum bukan merupakan bagian dari tanah tersebut. 
Terhadap benda-benda tersebut, bila ikut dibebankan harus secara 
tegas dinyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

Ketentuan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan dikenal beberapa asas Hak Tanggungan yaitu: 1) 
Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang Hak 
Tanggungan, 2) Tidak dapat dibagi-bagi, 5) Hanya dibebankan pada 
hak atas tanah yang telah ada, 4) Dapat dibebankan selain tanah juga 
berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut, 5) 
Dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang 
baru akan ada di kemudian hari: 6) Sifat perjanjiannya adalah 
tambahan (accessoir), 7) Dapat dijadikan jaminan untuk hutang yang 
baru akan ada, 8) Dapat menjamin lebih dari satu utang: 9) Mengikuti 


objek dalam tangan siapapun objek itu berada, 10) Tidak dapat 
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diletakkan sita oleh pengadilan: 1) Hanya dapat dibebankan atas tanah 
tertentu, 12) Wajib didaftarkan, 13) Pelaksanaan eksekusi mudah dan 
pasti: 14) Dapat dibebankan dengan disertai janji-janji tertentu (Salim, 
2011: 102). 

Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu 
hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. 
Apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu 
hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan 
menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan. Peringkat 
hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan 
menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang 
bersangkutan (Pasal 5 UU HT). 

Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa 
pun obyek tersebut berada. Sifat ini merupakan salah satu jaminan 
khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Walaupun 
obyek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik 
pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya 
melakukan eksekusi, jika debitor cidera janji (Pasal 7 UU HT). 

Pembebanan Hak Tanggungan timbul melalui 2 (dua) tahap, 
pertama, tahap pemberian Hak Tanggungan dengan Akta PPAT dan 
kedua tahap pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Pada 
tahap kedua ini lahirlah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan lahir pada 
saat ditandatanganinya Buku Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan 
dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan 
yang mempunyai Kekuatan Eksekutorial yaitu memiliki kekuatan yang 
sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta 
pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan 
hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti 
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak 
dalam daerah kerjanya masing-masing, akta-akta yang dibuat oleh 


PPAT merupakan akta otentik. 
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2. Pemberian Hak Tanggungan 

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk 
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang yang 
dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari 
perjanjian utang-piutang yang bersangkutan. Sesuai dengan sifat 
accessoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan 
ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan 
hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya. 

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT. Apabila obyek Hak 
Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak 
lama, seperti bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain 
yang sejenis dimungkinkan yang telah memenuhi syarat, pemberian 
Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan 
pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. 

Ketentuan yang menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya 
Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
UU HT wajib dicantumkan: 

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, 

b. domisili para pihak-pihak dan apabila di antara mereka ada yang 
berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan 
suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan 
itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih, 

Cc. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin, 

d. nilai tanggungan, 

e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan. 

Apabila ketentuan diatas tidak dicantumkannya secara lengkap 
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan mengakibatkan akta yang 
bersangkutan batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
memenuhi asas spesialitas dari Hak Tanggungan, baik mengenai 


subyek, obyek, maupun utang yang dijamin. 
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Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat di cantumkan 
janji-janji, namun Janji-janji yang di cantumkan sifatnya fakultatif dan 
tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta. Pihak-pihak bebas 
menentukan untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji 
ini dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

Dengan dimuatnya janji-janji tersebut dalam Akta Pemberian Hak 
Tanggungan yang kemudian didaftar pada Kantor Pertanahan, janji- 
janji tersebut juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak 
ketiga. Ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan 
debitor dan pemberi Hak Tanggungan lainnya, terutama jika nilai 
obyek Hak Tanggungan melebihi besarnya utang yang dijamin. 
Pemegang Hak Tanggungan dilarang untuk secara serta merta menjadi 
pemilik obyek Hak Tanggungan karena debitor cidera janji. Walaupun 
demikian tidaklah dilarang bagi pemegang Hak Tanggungan untuk 
menjadi pembeli. 

Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan 
dengan membuatkan buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya 
dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak 
Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas 
tanah yang bersangkutan. Dengan dibuatnya buku-tanah Hak 
Tanggungan, asas publisitas terpenuhi dan Hak Tanggungan itu 
mengikat juga pihak ketiga. PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian 
Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan 
kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 


setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan. 


3. Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan (accessoir) 
pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang, dengan 
demikian adanya Hak Tanggungan, hapusnya dan peralihannya 
tergantung pada utang yang dijamin pelunasannya. Menurut hasbullah 
(2005, 7), sifat accessoir dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat 


hukum sebagai berikut: a) Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan 
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tergantung pada perjanjian pokok. b) Jika perjanjian pokok batal, maka 
perjanjian tambahan juga batal. c) Jika perjanjian pokok beralih, maka 
perjanjian tambahan ikut beralih. d) Jika perjanjian pokok beralih 
karena cessie atau subrogatie, maka perjanjian tambahan juga beralih 
tanpa penyerahan khusus. 

Hak Tanggungan dapat beralih karena hukum seperti cessie 
(kreditur baru), subrogasi (pihak ketiga), pewarisan, atau sebab-sebab 
lain. Karena beralihnya Hak karena hukum, tidak perlu dibuktikan 
dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pencatatan beralihnya Hak 
Tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan 
beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor yang baru. 

Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang 
baru kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran beralihnya Hak 
Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya 
pada buku-tanah Hak Tanggungan dan buku-tanah hak atas tanah 
yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut 
pada sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah yang 
bersangkutan. Tanggal pencatatan pada buku-tanah adalah tanggal 
hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang 
diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari 
ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari 


kerja berikutnya. 


4. Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan 

Pencatatan hapusnya Hak Tanggungan dikenal dengan istilah 
“roya”, hapusnya hak tanggungan ini dilakukan pada Buku Tanah Hak 
Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan dan Buku Tanah dan 
Sertipikat hak atas tanahnya. 

Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, adanya Hak 
Tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin 
pelunasannya. Apabila piutang itu hapus karena pelunasan atau sebab- 
sebab lain, dengan sendirinya Hak Tanggungan yang bersangkutan 


menjadi hapus. Selain itu, pemegang Hak Tanggungan dapat 
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melepaskan Hak Tanggungannya dan hak atas tanah dapat hapus, yang 
mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU HT, Hak Tanggungan hapus 
karena hal-hal sebagai berikut: Pertama, hapusnya utang yang dijamin 
dengan Hak Tanggungan, Kedua, dilepaskannya Hak Tanggungan oleh 
pemegang Hak Tanggungan dilakukan dengan pemberian pernyataan 
tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh 
pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan, Ketiga, 
pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 
Ketua Pengadilan Negeri, terjadi karena permohonan pembeli hak atas 
tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah 
yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan: Keempat, 
hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 

Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang 
dibebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang 
dijamin. Dalam hal Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak 
Pakai yang dijadikan obyek Hak Tanggungan berakhir jangka waktu 
berlakunya dan diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan 
sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, Hak Tanggungan di 
maksud tetap melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan. Hak 
atas tanah dapat hapus sebagaimana disebut dalam Pasal 27, Pasal 34, 
dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria atau peraturan perundang-undangan lain- 


nya. 


B. Hak Tanggungan Elektronik 

Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa Hak 
Tanggungan telah dikembangkan dari konvensional menjadi elektronik 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 
Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara 
Elektronik. Kemudian ditindaklanjuti dengan Petunjuk teknis Nomor 
2/Juknis-400.HR.o2/IV/2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan 


Terintegrasi Secara Elektronik. 
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Terdapat tiga komponen dalam proses layanan Hak Tanggungan 
elektronik (HT-el) yaitu 1) Kementerian ATR/BPN selaku 
penyelenggara, 2) Kantor Pertanahan selaku Pelaksana, 3) Kreditur, 
PPAT atau pihak lain yang ditentukan oleh Kementerian, Selaku 
pengguna. Proses Layanan HT-el yang sepenuhnya dilakukan melalui 
sistem online sehingga meniadakan peran loket pertanahan merupakan 
suatu terobosan dari Kementerian ATR/BPN dalam upaya 
mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan pertanahan dengan 
memanfaatkan konsep e-Government. 

Sistem HT-el adalah serangkaian proses pelayanan Hak 
Tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang 
diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Jenis 
layanan Hak Tanggungan yang dapat diajukan pada HT-el yaitu: 1. 
Pendaftaran Hak Tanggungan, 2. Peralihan Hak Tanggungan, 3. 
Perubahan nama kreditor dan, 4. Penghapusan Hak Tanggungan. 
Penyelenggara sistem HT-el tersebut juga mengatur tentang kekuatan 
hukumnya. Aturan tersebut mewajibkan Kepala Kantor untuk 
melakukan validasi seluruh data tekstual dan data digital dalam KKP. 
Hasil validasi data merupakan dokumen elektronik yang mempunyai 
kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tercetak. 

Perbandingan tugas PPAT dan Bank pada pelayanan Hak 
Tanggungan konvensional dan elektronik dapat dilihat pada tabel 


berikut: 


Perbandingan Tugas PPAT dan Bank 


HT Konvensional HT Elektronik 
Bank PPAT PPAT Bank 
Memberi kuasa Kuasa mendatangi | Menggunakan Membuat berkas 
kepada PPAT Kantor Pertanahan | akta ke Kantor permohonan secara 
Pertanahan elektronik (tanpa 
datang) 
Menitipkan biaya | Membayarkan Menyerahkan Membayar biaya 
pendaftaran HT biaya pendaftaran | salinan akta dan | pendaftaran 
sertipikat tanah 
kepada bank 
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Menerima Mengambil biaya - Menerima sertipikat 

sertipikat dari pendaftaran elektronik 

PPAT 

Menerima Mengambil - Diterima otomatis hari 

sertipikat setelah sertipikat pada ke7 

hari ke 7 hari ke 7 

Produk sertipikat - - Produk sertipikat 

analog dalam berupa file PDF 

media kertas dengan tanda tangan 
digital 


Menerima 5 
sertipikat yang 
sudah diberikan 
catatan 


- Mencetak dan 
melekatkan catatan 
pendaftaran pada 
sertipikat HAT 


Pengguna dan pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan merasa- 


kan beberapa perbedaan secara signifikan antara pelayanan HT kon- 


vensional dengan HT-el antara lain sebagai berikut. 


Perbandingan Pelaksanaan HT Konvensional dan HT-el 


HT konvensional 


HT-el 


Dibutuhkan interaksi tatap muka 
antara Kreditor, PPAT dan Kantor 
Pertanahan 


Tidak perlu tatap muka karena 
permohonan dilakukan melalui sistem 


Loket pendaftaran hanya buka di 
hari dan jam kerja saja 


Pendaftaran dapat dilakukan kapan saja 
walaupun hari libur 


Harus antri di loket pendaftaran 


Mendaftar secara langsung melalui Sistem 
HT-el 


Persyaratan dan kelengkapan 
dokumen berupa fotokopi dan asli 


Persyaratan dan kelengkapan dokumen di 
scan dan diupload pada sistem 


Sertipikat HT jadi setelah 7 hari atau 
lebih 


Sertipikat HT terbit tepat waktu 7 hari 


Sertipikat HT diambil di Kantor 
Pertanahan 


Sertipikat HT dikirim melalui email 


Sertipikat tanah telah diberi catatan 
dan diambil kembali pada Kantor 
Pertanahan 


Catatan pada sertipikat dikirim melalui 
email, dan ditempel sendiri oleh kreditor 


Dibutuhkan ruang penyimpanan 
warkah hasil pendaftaran HT 


Warkah telah tersimpan dalam bentuk 
digital pada sistem 
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Berikut ini adalah persiapan yang harus dipersiapkan oleh pelaksa- 
na maupun pengguna layanan HT-el. 
a. Validasi Data 

Kesalahan utama yang dapat terjadi dalam pelayanan HT-el adalah 
jika data tekstual dan data spasial bidang tanah pada KKP belum 
divalidasi keseluruhannya secara lengkap. Data tekstual merupakan 
catatan buku tanah mengenai keterangan atas bidang tanah hak 
atas tanahnya maupun peristiwa serta perbuatan hukum yang telah 
dilakukan pada bidang tanah tersebut, sedangkan data spasial 
merupakan bentuk dari bidang tanah tersebut yang memiliki 
ukuran dan letak koordinat yang sesuaikan dan telah divalidasi 
terhadap Peta Pendaftaran di KKP. Sehingga, jika tidak dilakukan 
validasi secara lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam proses 
maupun hasil dari layanan HT-el. Kesalahan yang dapat berakibat 
fatal bagi kreditor antara lain, yaitu salahnya urutan peringkat Hak 
Tanggungan pada sertipikat yang akan dibebankan, tidak adanya 
catatan terhadap hapusnya hak tanggungan/roya penuh maupun 
parsial, atau updating data pada KKP sesuai dengan catatan pada 
buku tanah. Diperlukan suatu komitmen dari pelaksana di Kantor 
Pertanahan agar pada setiap layanan yang mengharuskan 
pencatatan baik secara manual pada buku tanah maupun secara 
digital melalui KKP, sudah harus terisi secara lengkap sebelum 
dilakukan validasi. Ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang 
berasal dari pelaksanaan dalam penyelenggaraan nantinya. 
Sebagai salah satu pilot project kantor yang menjadi percontohan 
awal terhadap layanan HT-el ini, Kantor Pertanahan Kota Bandung 
telah melakukan proses validasi data keseluruhan lebih awal 
sebelum dikeluarkannya kebijakan pelayanan pertanahan HT-el ini. 
Dari data primer yang dilakukan melalui wawancara kepada Kepala 
Subseksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Bandung 
menjelaskan, bahwa untuk data tekstual yang belum lengkap, 
dilakukan buka validasi buku tanah oleh admin KKP di Kantor 


Pertanahan. Setelah itu, dilakukan pengisian data tekstual 
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sebagaimana dengan yang ada pada buku tanah dan data spasial 
sebagaimana yang ada pada surat ukur bidang tanah tersebut. 
Terakhir dilakukan validasi ulang pada KKP untuk dilakukan 
penyimpanan. Pentingnya perbaikan dan perlengkapan data 
elektronik ini menjadi pegangan utama karena hasil dari validasi 
tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen 
tercetak manual. 

b. Pendaftaran Akun 
Dikatakan terintegrasi secara elektronik berarti pada layanan 
tersebut tidak lagi dibutuhkan tatap muka untuk mendaftarkan 
berkas permohonan. Sehingga dibutuhkan sebuah akun untuk 
masuk dan mengakses suatu sistem yang saling terhubung dan 
terintegrasi, begitu pula dengan sistem HT-el. Tanpa akun, maka 
baik pelaksana maupun pengguna tidak dapat mengakses layanan 
HT-el tersebut. Kementerian ATR/BPN sebagai penyelenggara, 
mewajibkan petugas dan pejabat struktural untuk memiliki email 
kedinasan yang digunakan khusus keperluan dinas. Email tersebut 
akan divalidasikan pada akun KKP yang nantinya akan digunakan 
sebagai akses masuk pada sistem HT-el. 
Kantor Pertanahan yang wajib memiliki akun adalah Kepala Kantor, 
Kepala Seksi, Kepala Subseksi, atau pejabat fungsional yang 
menangani Hak Tanggungan serta menunjuk ASN ataupun PPNPN 
untuk menjadi admin verifikator. Kantor Pertanahan Kota Bandung 
memiliki satu orang admin dan tiga orang verifikator berkas untuk 
memantau berkas permohonan yang masuk. 
Sama halnya, PPAT dan Kreditor Badan Hukum juga wajib 
mendaftar pada aplikasi Mitra Kerja, sedangkan Kreditor 
perorangan dapat mengakses melalui Aplikasi Sentuh Tanahku. 
Setelah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, PPAT dan 
Kreditor akan menunggu verifikasi dari Kantor Pertanahan pada 
wilayah kerjanya. Akun yang telah didaftarkan akan dilakukan 
proses verifikasi. Untuk akun PPAT, Kreditor Perorangan dan Badan 


Hukum lingkup daerah kerja akan di verifikasi oleh Kantor 


Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 63 


Pertanahan. Sedangkan Kreditor Badan hukum lingkup nasional 
dan yang berstatus Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) akan di 
verifikasi oleh Kementerian ATR/BPN. 

. Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik 

Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang terdiri 
atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 
dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat 
verifikasi dan otentikasi. Untuk penerapan TTE pada layanan 
pertanahan di Kementerian ATR/BPN telah diatur dalam Peraturan 
Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan 
Tanda Tangan Elektronik. Pendaftaran TTE ini dilakukan oleh 
Kepala Kantor atau pejabat struktural maupun fungsional yang 
dilimpahkan kewenangan untuk mengesahkan yang akan 
menandatangani Sertipikat HT-el. Kewenangan tersebut dapat 
diberikan kepada lebih dari satu orang dengan pertimbangan 
terhadap volume pekerjaan. Pada pelaksanaannya, TTE yang aktif 
yaitu, Kepala Kantor, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan 
dan Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah. 

Hak Tanah yang menjadi objek HT. Hasil dari pelayanan tersebut 
akan diterima oleh Kreditor melalui email. Kreditor berkewajiban 
memeriksa hasil layanan meliputi: 

1. Kode Sertipikat: 

2. Nomor DI 208: 

Edisi: 

Nomor Hak Tanggungan, 


Peringkat, 


Nilai Hak Tanggungan, 
. Pemegang Hak Tanggungan, 


. Jenis dan nomor hak beserta benda lain: dan 


PN AYU AW 


. Tanda Tangan Elektronik pada Sertipikat HT-el yang telah terbit. 
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C. Pendaftaran Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Hak 
Milik 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU,HGB dan Hak Pakai atas tanah, 
tanah yang dapat diberikan dengan HGB atau hak pakai adalah Tanah 
Negara, Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Hak Milik. Pembahasan ini 
hanyalah sebatas pemberian HGB/Hak Pakai atas tanah hak milik, 
maksudnya bahwa tanah hak milik tersebut adalah milik seseorang, 
bukan milik Negara atau pemegang Hak Pengelolaan. 

Akta ini dibuat oleh PPAT manakala ada kehendak dari seorang 
pemilik tanah dengan status hak milik untuk memberikan Hak Guna 
Bangunan atau Hak pakai kepada orang lain yang meminta 
diterbitkanya HGB/Hak Pakai di atas tanah hak miliknya tersebut. 
Dengan dibuatnya akta ini maka sejak saat itu pula muncul Hak Guna 
Bangunan/Hak Pakai didalam kawasan tanah hak milik namun tanah 
hak milik tersebut masih tetap ada. Penerima HGB atau hak pakai 
boleh orang perorangan boleh juga badan hukum. 

Perolehan HGB/Hak Pakai ini wajib didaftarkan ke Kantor 
Pertanahan untuk dicatat dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah 
sebagai bukti kepemilikan. Dengan diterbitkannya sertipikat HGB/Hak 
Pakai maka di atas tanah hak milik tersebut timbul adanya » sertipikat 
yaitu sertipikat Hak Milik (sebagai bukti kepemilikan awal) dan 
sertipikat HGB/Hak pakai sebagai bukti kepemilikan akibat dibuatnya 
akta pemberian HGB/Hak Pakai atas tanah hak milik. 

Kepemilikan tanah hak milik bersifat kekal tanpa batas waktu 
sedangkan kepemilikan HGB/Hak Pakai atas tanah hak milik hanya 
bersifat sementara (temporary) yaitu sepanjang waktu yang 
diperjanjikan dalam akta pemberian hak. Jangka waktu hak atas 
HGB/Hak Pakai ini tidak dapat diperpanjang, hanya dapat 
diperbaharui dengan cara membuat akta pemberian HGB/Hak Pakai 
atas tanah hak milik yang baru dibuat dihadapan PPAT. Pembuatan 
Akta yang baru ini mempunyai konsekuensi untuk membayar PPh dan 
BPHTB lagi. 
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HGB/Hak Pakai dapat diberikan atas seluruh luasan tanah hak 
milik, namun dapat juga diberikan untuk sebagian dari luas tanah hak 
milik maka masih dimungkingkan untuk pemberian HGB/Hak Pakai 
yang kedua kalinya bila hal ini terjadi maka di atas tanah tersebut akan 
terbit 3 buat sertipikat yaitu sertipikat Hak Milik, Sertipikat HGB/Hak 
Pakai pertama dan sertipikat HGB/Hak Pakai yang kedua. 

Guna adanya kepastian hukum bagi pihak pemilik tanah hak milik 
maupun pemegang HGB/Hak Pakai maka dalam pembuatan 
APHGB/HP atas tanah hak milik perlu diadakan janji janji di antara 
meraka. Janji-janji yang diperjanjikan dalam Akta Pemberian HGB/Hak 
Pakai atas tanah hak milik harus tidak bertentangan dengan kesusilaan 
ketertiban umum dan peraturan hukum yang berlaku termasuk 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengatur tentang HGB dan 
Hak Pakai menurut ketentuan UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 
tentang HBU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah. Misalnya: 

1. Perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah hak milik 
tidak boleh melebihi 30 tahun 

2. Perjanjian pemberian hak Guna Bangunan atas tanah hak milik, 
kemudian dibuat akta PPAT 

3. Perjanjian pemberian Hak Pakai Atas tanah hak milik tidak boleh 
melebihi 25 tahun. 

Janji-janji tersebut dapat dituangkan kedalam pasal-pasal yang 
disediakan dalam blanko Akta Pemberian HGB/Hak Pakai pakai atas 
hak milik, namun bila perjanjiannya banyak sekali sehingga 
diperkirakan tidak tertampung dalam blanko akta yang disediakan 
maka dapat juga diperjanjikan dalam akta tersendiri yang merupakan 
satu kesatuan dengan Akta Pemberian HGB/Hak Pakai atas tanah hak 
milik. 

Obyek pembuatan Akta Pemberian HGB/Hak Pakai atas tanah hak 
milik hanya satu yaitu hak milik. Setiap satu akta Pemberian HGB/Hak 
Pakai atas pakai tanah hak milik hanya dapat untuk memberikan satu 
hak atas tanah saja dan hak yang akan diberikan hanya dapat memilih 
salah satu dari HGB atau Hak Pakai. 
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Pada pembuatan akta pemberian HGB/Hak Pakai atas tanah hak 
milik tidak memerlukan ijin pemindahan hak dikarenakan akta ini 
bukanlah akta pemindahan hak melainkan hanya semacam 
pembebanan saja terhadap hak milik yang ada kepemilikan hak milik 
tidak beralih kepada masyarakat akibat dari pembuatan akta ini. 
Pembebanan HGB/HP atas hak milik harus didaftarkan di Kantor 
Pertanahan oleh pemegang hak milik atau penerima HGB/HP dengan 
melampirkan: 

a. Surat permohonan HGB/HP atas hak milik. 

b. Sertifikat hak milik yang dibebani HGB atau HP, 
. Akta PPAT yang bersangkutan, 

. Identitas penerima HGB/HP: 


An 


. Surat kuasa dari pemohon apabila dikuasakan, 
Pelunasan BPHTB dan PPh. 


mM 


D. Rangkuman 

Hak tanggungan merupakan lembaga hak jaminan atas tanah yang 
kuat yang memiliki ciri-ciri memberikan kedudukan yang diutamakan 
atau mendahului kepada pemegangnya, selalu mengikuti obyek yang 
dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu berada, memenuhi asas 
spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan 
memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

Hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan 
dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan 
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut 
sifatnya dapat dipindahtangankan. Pada dasarnya adalah Hak 
Tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah, bila terdapat benda- 
benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya, merupakan satu 
kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut, sesuai asas 
pemisahan horizontal setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas 


tanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut. 
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Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua 
tahap kegiatan, yaitu, tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan 
dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dan tahap 
pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya 
Hak Tanggungan yang dibebankan. 

Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau 
accessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu 
perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan 
keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin 
pelunasannya. Demikian juga Hak Tanggungan menjadi hapus karena 
hukum, apabila karena pelunasan atau sebab-sebab lain, piutang yang 
dijaminnya menjadi hapus. Dalam hal ini pun pencatatan hapusnya 
Hak Tanggungan yang bersangkutan cukup didasarkan pada 
pernyataan tertulis dari kreditor, bahwa piutang yang dijaminnya 


hapus. 


Soal Latihan: 

1. Jelaskan pengertian Hak Tanggungan, accessoir, cessie atau 
subrogatie? 

2. Jelaskan Objek Hak Tanggungan yang dapat di bebani hak 
tanggungan? 

3. Bagaimana proses pembebanan Hak Tanggungan? 

4. Jelaskan komponen-komponen dalam proses layanan Hak 
Tanggungan elektronik? 

5. Jelaskan Perbandingan Pelaksanaan HT Konvensional dan HT-el? 

6. Jelaskan persiapan yang harus dipersiapkan oleh pelaksana maupun 
pengguna layanan HT-el? 


7- Jelaskan apakah hak pakai dapat di bebani Hak Tanggungan? 


Literatur: 
Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak 
yang Memberi Jaminan, Jakarta: Ind-Hill Co., 2005, hlm. 7. 
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H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-5, 2011, hlm. 102. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara 2043). 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 
Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3632). 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran 
Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3643). 

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan 
Hak Tanggungan Terintergarasi Secara Elektronik. 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Penerapan Tanda Tangan Elektronik. 

Petunjuk teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.o2/IV/2020 tentang Pelayanan 


Hak Tanggungan Terintergasi Secara Elektronik. 


BAB IV 
PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH 
LAINNYA 


Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang perpanjangan, pembatalan, 
pembaharuan dan perubahan hak atas tanah: pemecahan, pemisahan, 
dan penggabungan bidang tanah, hapusnya hak atas tanah dan hak 
milik atas satuan rumah susun, perubahan data pendaftaran tanah 
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dan penerbitan 


sertipikat pengganti. 


Sub Pokok Bahasan 

1. Perpanjangan, Pembatalan, Pembaharuan dan Perubahan Hak Atas 
Tanah 

2. Pemecahan, Pemisahan, dan Penggabungan Bidang Tanah 

3. Hapusnya Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

4. Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan atau 
Penetapan Pengadilan 


5. Penerbitan Sertipikat Pengganti 


Uraian: 
A. Perpanjangan, Pembatalan, Pembaharuan Dan Perubahan 
Hak Atas Tanah 

1. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah 

Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya 
sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak 
tersebut. Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengakibatkan 
hak tersebut hapus atau terputus. Oleh karena itu untuk pendaf- 


tarannya tidak perlu dibuatkan buku tanah dan sertipikat baru. 
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HGU/HGB/HP dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperba- 
rui haknya. Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha 
diajukan oleh pemegang hak dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun 
sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut sesudah jangka waktu 
HGU/HGB/HP atau perpanjangan nya berakhir kepada pemegang hak 
dapat diberikan pembaharuan HGU/HGB/HP diatas tanah yang sama. 

Permohonan perpanjangan jangka waktu HGU/HGB/HP dikabul- 
kan oleh Pejabat wewenang seluruhnya atau sebagian tanah 
HGU/HGB/HP apabila: 

a. Tanah tersebut masih dipergunakan dan diusahakan dengan baik 
untuk keperluan sesuai keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak 
yang bersangkutan dan masih sesuai dengan tata ruang wilayah. 

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 
pemegang hak. 

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna 
usaha. 

Permohonan perpanjangan jangka waktu  HGU/HGB/HP 
dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila kepada pemohon 
telah diberikan persetujuan perpanjangan. Keputusan mengenai 
perpanjangan HGU/HGB/HP mulai berlaku sejak berakhirnya hak 
yang bersangkutan. Pembaharuan hak guna usaha mulai berlaku sejak 
didaftarkannya surat keputusan pemberian HGU/HGB/HP di Kantor 
Pertanahan. 

Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak dilakukan dengan 
mencatatnya dalam buku tanah pada halaman perubahan dengan 
kalimat: Berdasarkan keputusan......Nomor.......Tanggal......... Hak ini 
diperpanjang jangka waktunya dengan tahun sehingga berakhirnya 


pada tanggal........ 


2. Pembatalan hak atas tanah 
Dasar hukum pembatalan hak atas tanah adalah PP No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran dan Pasal 104 PMNA/Ka BPN No 9 Tahun 


1999. Dalam peraturan tersebut pembatalan hak atas tanah adalah 
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pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat 
hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum 
administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembatalan 
hak atas tanah terjadi karena: a) Pembatalan keputusan pemberian 
hak: b) Pembatalan sertipikat hak atas tanah: c) Pembatalan keputusan 
pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. 

Dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah dirumuskan sebagai 
berikut: 1) Pembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah pembatalan hak 
atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk 
memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu hubungan hukum 
antara subjek hak atas tanah dengan objek hak atas tanah: 2) 
jenis/macam kegiatannya, meliputi pembatalan surat keputusan 
pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah, 3) 
penyebab pembatalan adalah karena cacat hukum administratif 
dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap, karena pemegang hak tidak memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian 
hak atas tanah serta karena adanya kekeliruan dalam surat keputusan 
pemberian hak bersangkutan (Menggala & Sarjita, 2004: 27). 

Pembatalan hak atas tanah diterbitkan karena terdapat cacat 
hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau 
sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan pembatalan 
hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitanya 
dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh 
pejabat yang berwenang tanpa pemohon. 

Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung 
kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor 
Pertanahan. Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 ayat (1) PMNA/Ka BPN 9 Tahun 1999 adalah: 

a. Kesalahan prosedur 


b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undang 
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. Kesalahan subjek hak 

. Kesalahan objek hak 

. Kesalahan jenis hak 
Kesalahan perhitungan luas 


. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah 


Tua mp0 UN 


. Data yuridis atau data fisik tidak benar 


aa. 


Kesalahan lainya yang bersifat hukum administratif 

Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat hukum administratif 
diterbitkan karena pemohon dengan cara mengajukan permohonan 
pembatalan hak atas tanah diajukan secara tertulis, Permohonan 
pembatalan hak memuat: 

1. Keterangan mengenai pemohon 
a Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat 

tinggal dan pekerjaanya bukti dokumen yang harus dilampiri 
adalah fotokopi surat identitas surat bukti kewarganegaran. 

b Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau 
peraturan pendirianya, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undang yang berlaku. Bukti dokumen yang harus 
dilampiri adalah fotokopi akta atau peraturan pendirian sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data 
fisik: 

a. Nomor/jenis hak atas tanah. 

b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar 
Situasi sebutkan tanggal dan nomor surat ukur). Permohonan 
harus melampirkan fotokopi surat keputusan dan atau sertipikat. 

c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian). 

3. Lain-lain: alasan permohonan pembatalan, Keterangan lain yang 
dianggap perlu. Pemohon harus melampirkan surat-surat lain yang 
berkaitan dengan permohonan pembatalan. 

Permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan kepada Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN melalui Kepala Kantor Pertanahan 


yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. 
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3. Pembaharuan Hak hak atas tanah 

Pemberahuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada 
pemegang hak atas tanah atas permohonan sesudah jangka waktu 
tersebut berakhir. Persyaratan Permohonan Pembaharuan Hak Guna 
Bangunan Di Atas Pengelolaan: 

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materi cukup. 

b. Surat kuasa apabila dikuasakan. 

c. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 
KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket 

d. Bukti perolehan tanah/alas hak. 

e. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status 
tanah yang telah dimiliki. 

£ Foto kopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) bukti 
SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak). 

g. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan. 

Format dan materai surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah 
menerangkan terhadap kepastian mengenai kepemilikan, penguasaan, 
penggunaan pemanfaatan atas suatu bidang tanah sesuai dengan 
kenyataan fisik di lapangan termasuk riwayat kepemilikan peralihan 
atau perolehan tanah sesuai catatan dalam register desa/kelurahan 
atau yang dipersamakan dengan itu serta keterangan ada tidaknya 
sengketa dengan pihak lain tentang yang bersangkutan dan tidak 
menjadi jaminan suatu hutang. 

Persyaratan Permohonan Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak 
Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di Atas Hak 
Pengelolaan sebagai berikut: 

a) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materi cukup. 


b) Surat kuasa apabila dikuasakan. 
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c) Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak serta 
kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh 
petugas loket. 

d) Fotocopy tanda daftar perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan 
Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas 
loket. 

e) Ijin lokasi atau surat ijin penunjukan penggunaan tanah. 

f) Proposal/Rencana penguasaan tanah. 

g) Foto kopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) bukti 
SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran 
hak). 

h) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan. 


4. Perubahan Hak (Peningkatan dan Penurunan Hak) 

Perubahan hak adalah penetapan pemerintah mengenai 
penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan Hak 
Guna Bangunan atas permohonan pemegang haknya menjadi tanah 
negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan 
hak milik. 

a. Peningkatan Hak Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik 
Istilah peningkatan hak merupakan bahasa sehari-hari dalam 
masyarakat, tetapi dalam peraturan pertanahan disebut dengan 
istilah perubahan hak. Perubahan hak adalah penetapan pemerintah 
mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai 
dengan Hak Guna Bangunan atas permohonan pemegang haknya 
menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut 
kepadanya dengan hak milik. 

Obyek peningkatan hak dari HGB ke HM adalah: 

1. Rumah Sederhana(RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). 
Kriteria RS dan RSS disebutkan dalam Keputusan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN No. 15 Tahun 1997 tentang 
perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 9 


Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 75 


Tahun 1997 tentang pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk 
rumah sangat sederhana dan rumah sederhana. Disebutkan 
kriteria RS dan RSS untuk keperluan peningkatan HGB menjadi 
HM adalah: 

a. Harga perolehan tanah dan rumah tidak lebih daripada 
Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). 

b. Luas tanah tidak lebih daripada 200 M2 di daerah perkotaan 
dan tidak lebih daripada 400 M2 untuk di luar perkotaan dan, 

c. Diatasnya telah dibangun rumah dalam rangka pembangunan 
perumahan massal atau kompleks perumahan. 

. Rumah tinggal penduduk. Kriteria rumah tinggal yang dapat 

ditingkatkan dari HGB atau HP menjadi HM berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN NO 6 Tahun 

1998 tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah 

tinggal adalah: 

a. Hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah 
tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang 
luasnya 600 M2 atau kurang. Atas permohonan yang 
bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas 
pemegang haknya dengan Hak Milik. 

b. Tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk 
rumah tinggal kepunyaan perseorangan Warga Negara 
Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang yang sudah habis 
jangka waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang 
hak tersebut atas permohonan yang bersangkutan Hak Milik 
kepada bekas pemegang hak. 

. Rumah tinggal yang dibeli oleh PNS dari pemerintah. Dasar 

ketentuannya adalah Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala 

BPN No. 2 Tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik atas tanah 

untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri dari 

pemerintah kriteria tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli 


pegawai negeri dari pemerintah adalah: 
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a. Tanah yang di atasnya berdiri rumah negara golongan III yang 
telah dibeli oleh pegawai negeri. 

b. Tanah yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku yang 
diatasnya berdiri rumah tinggal atau yang dimaksudkan 
untuk rumah tinggal. 

Persyaratan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak 

Milik sebagai berikut: 

1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya diatas materai cukup, Formulir 
permohonan memuat: a) Identitas diri Luas, letak dan 
penggunaan tanah yang dimohon. b) Pernyataan tanah tidak 
sengketa. c) Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. d) 
Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk 
permohonan rumah tinggal. 

2) Surat kuasa apabila dikuasakan. 

3) Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak 
(KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah 
dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket. 

4) Surat persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak 
tanggungan). 

5) Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan 
dengan aslinya oleh petuas loket. 

6) Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat 
pendaftaran hak). 

7) Sertipikat HM/HGB/HP. 

8) IMB/Surat keterangan Kepala Desa/lurah bagi perubahan hak 
dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas 
sampai dengan 600 M2. 

b. Penurunan Hak (Dari Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan) 
Penurunan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan 


biasanya dimaksudkan untuk peralihan hak dimana calon pembeli 
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tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang, hak milik (seperti 


perusahaan/badan hukum). Ketentuan umum mengenai penurunan 


hak terdapat dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 


No. 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna 


Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak 


Pakai sebagai berikut: 


1) 


Hak Milik kepunyaan perseorangan warga Negara Indonesia atau 
yang dimenangkan oleh badan hukum Indonesia melalui 
pelelangan umum atas permohonan pemegang hak atau pihak 
yang memperoleh atau kuasanya diubah menjadi Hak Guna 

Bangunan atau hak pakai yang jangka waktunya masing-masing 

30 (tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun. 

Hak guna bangunan atas tanah negara atau atas tanah hak 

pengelolaan kepunyaan perseorangan warga Negara Indonesia 

atau badan hukum Indonesia atas permohonan pemegang hak 
atau kuasanya diubah menjadi hak pakai yang jangka waktunya 

25 (dua puluh lima) tahun. 

Persyaratan Penurunan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan 

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, Formulir 
permohonan memuat: identitas diri luas letak dan 
penggunaan tanah yang dimohon pernyataan tanah tidak 
sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik dan 
pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk 
permohonan rumah tinggal. 

2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 

3. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak 
(KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dico- 
cokan dengan aslinya oleh petugas loket. 

4. Surat persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tang- 


gungan).. 
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5. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan 
dengan aslinya oleh petuas loket. 

6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat 
pendaftaran hak). 

7. Sertipikat HM/HGB/HP. 

8. IMB/Surat keterangan Kepala Desa/lurah bagi perubahan hak 
dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas 


sampai dengan 600 M2. 


B. Pemecahan, Pemisahan, Dan Penggabungan Bidang Tanah 
1. Pemecahan Hak Atas Tanah 

Dari satu bidang tanah dipecah secara sempurna menjadi 
beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru 
dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. 
Misalnya bidang tanah yang dipecah adalah SHM maka hasil dari 
pemecahannya juga SHM. Untuk tiap bidang dibuatkan surat ukur, 
buku tanah dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah 
dan sertifikat asalnya 

Apabila pemecahan hak atas tanah dibebani hak tanggungan, dan 
atau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan hanya dapat 
dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak 
tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan 
beban yang bersangkutan atau beban yang bersangkutan tidak selalu 
harus dihapus. hak tanggungan yang bersangkutan tetap membebani 
bidang-bidang hasil pemecahan itu. 

Disamping itu, pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan 
rencana tata ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak 
terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
misalnya ketentuan landreform. Untuk pemecahan tanah pertanian, 
wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan 


Luas Tanah Pertanian. 
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Surat Ukur, Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah semula 
dinyatakan tidak berlaku lagi dengan mencantumkan catatan dengan 
kalimat sebagai berikut: "tidak berlaku lagi karena haknya sudah 
dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan 
sempurna yaitu hak....... Nomor....s/d.... (lihat buku tanah 
nomor.....s/d....)” yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertana- 


han atau Pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan. 


2. Pemisahan Hak Atas Tanah 

Ketentuan yang mengatur tentang pemisahan hak atas tanah 
terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 134 
dan Pasal 135 PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997). Pemisahan hak atas 
tanah adalah pemisahan satu bidang yang sudah didaftar dapat 
dipisahkan sebagian atau beberapa bagian menjadi satuan bidang baru 
dengan bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah 
identitasnya, dengan status hukum bidang atau bidang-bidang tanah 
yang dipisahkan adalah sama dengan status bidang tanah induknya, 
kecuali mengenai luas dan batasnya, dan untuk pendaftarannya diberi 
nomor hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat 
tersendiri. 

Untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, 
buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada 
peta pendaftaran daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat 
bidang tanah semua dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya 
pemisahan tersebut. 

Apabila adanya pemisahan dibebani hak tanggungan diberi 
catatan mengenai adanya Hak Tanggungan dan beban lain yang ada 
pada buku tanah dan sertipikat hak atas bidang tanah induk dicatat 
pada buku tanah dan sertipikat hak atas bidang tanah yang dipisahkan. 
pemisahan baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan 
tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang 


berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan (Pasal 


49 ayat (3) jo. Pasal 48 ayat (3) PP 24/1997). 
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Dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, buku 
tanah dan sertipikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah 
semula setelah dikurangi bidang tanah yang dipisahkan dan pada 
nomor surat ukur dan nomor haknya ditambahkan kata "sisa" dengan 
tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luas 
bidang tanah yang dipisahkan (Pasal 134 ayat (5) PMNA/KBPN No. 3 
tahun 19097). 

Persyaratan untuk mendaftarkan pemisahan bidang tanah kepada 
Kantor Pertanahan maka persyaratan yang diperlukan adalah: 

a) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (dengan keterangan 
bahwa formulir permohonan memuat identitas Luas, letak dan 
penguasaan tanah yang dimohon penguasaan tidak sengketa 
pernyataan tanah dikuasai secara fisik). 

b) Surat kuasa apabila dikuasakan. 

c) Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 
KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket. 

d) Sertipikat asli. 

e) Ijin perubahan penggunaan tanah, apabila terjadi perubahan 
penggunaan tanah. 

f) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan. 


g) Tapak kavling dari Kantor Pertanahan. 


3. Penggabungan Hak Atas Tanah 

Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang 
taanh atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang 
kesemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi 
satu satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yang 
sama dan bersisa jangka waktu yang sama/tidak sama. Bidang yang 
baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan 


menghapus surat ukur, buku tanah dan sertipikat masing-masing. 
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Untuk masing-masing surat ukur, buku tanah dan sertipikat hak 
atas bidang-bidang tanah yang digabung dicantumkan catatan dengan 
kalimat sebagai berikut:”tidak berlaku lagi karena haknya sudah 
dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil penggabungan dengan 
tanah hak....Nomor..../.... yaitu hak.....Nomor......s/d.....(lihat surat 
ukur/buku tanah nomor...)” yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor 
Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor 
Pertanahan. 

Persyaratan pelayanan penggabungan bidang tanah perorangan: 

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Formulir 
Permohonan memuat: Identitas diri, Luas, Letak dan penggunaan 
tanah yang dimohon, Pernyataan tanah tidak sengketa, Pernyataan 
tanah dikuasai secara fisik dan Alasan penggabungan 

b. Surat kuasa apabila dikuasakan. 

c. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 
KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket. 

d. Sertipikat asli. 

Untuk penggabungan bidang tanah Badan Hukum, maka syarat- 
syara penggabungan bidang adalah sebagai berikut: 

a) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (formulir 
permohonan, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah 
dikuasai secara fisik dan alasan penggabungan. 

b) Surat kuasa apabila dikuasakan. 

c) Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 
KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket. 

d) Fotokopi akta pendirian dan pengesanan Badan Hukum yang telah 
dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket. 


e) Sertipikat asli. 
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C. Hapusnya Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun 

Berdasarkan Pasal 1317 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 pendaftaran 
hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang 
disebabkan oleh habisnya jangka waktu hak tersebut dilakukan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya berdasarkan dari Kantor 
Pertanahan. 

Pendaftaran hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak 
Milik atas satuan rumah susun yang disebabkan oleh dibatalkan atau 
dicabutnya hak yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan atas permohonan yang berkepentingan dilakukan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan. 

1. Salinan keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa 
hak yang bersangkutan telah batal, dibatalkan atau dicabut dan, 

2. Sertipikat hak atau apabila sertipikat tersebut tidak ada pada 
permohonan keterangan mengenai keberadaan sertipikat tersebut. 

Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan hak milik atau satuan 
rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan 
permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan: 

a. Akta Notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan 
melepaskan hak tersebut atau surat keterangan dari pemegang hak 
bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut 
yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang 
bersangkutan atau surat keterangan dari pemegang hak bahwa 
pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang 
dibuat didepan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

b. Persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila hak tersebut 
dibebani hak tanggungan. 

c. Sertipikat hak yang bersangkutan. 

Apabila pemegang hak melepaskan haknya dalam rangka 
pembaharuan atau perubahan hak maka permohonan dari pemegang 
hak untuk memperoleh pembahuran atau perubahan hak tersebut 
berlaku sebagai surat keterangan melepaskan hak yang dapat dijadikan 


dasar pendaftaran hapusnya hak. 
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Apabila pemegang hak milik mewakafkan tanahnya maka akta 


ikrar wakaf berlaku sebagai berlaku sebagai surat keterangan 


melepaskan hak milik yang dapat dijadikan dasar pendaftaran 


hapusnya hak milik tersebut untuk selanjutnya tanahnya didaftar 


sebagai tanah wakaf. 


1. Pencatatan hapusnya hak dilakukan sebagai berikut: 


a. Di dalam buku tanah dan apabila sertipikat diserahkan di dalam 


sertipikat nomor hak yang bersangkutan dicoret dengan tinta 


hitam. 


b. Selanjutnya dalam halaman perubahan yang telah disediakan 


dituliskan: “hak atas tanah hapus berdasarkan: 


Berakhir jangka waktu tanggal............ ") 

Keputusan pembatalan/pencabutan hak No....Tanggal.... ") 
Akta Notaris.......... Nomor...... Tanggal....... "9 

Surat pelepasan hak No.......... tanggal.............. dibuat oleh 
Pemegang hak dihadapan dan disaksikan oleh 


Permohonan pembaharuan/perubahan hak 


Akta pejabat ikrar wakaf................ Nomor............ 
.tanggal............ dan tanahnya menjadi wakaf 


NO Oral sanad “)4) ditulis yang diperlukan. 


c. Dalam daftar nama, surat ukur dan petanya nomor hak yang 


telah hapus dicoret. 


Buku tanah dan sertipikat yang sudah diberi catatan mengenai 


hapusnya hak dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali dalam hal 


hapusnya hak karena dilepaskan pemegang haknya dalam rangka 


pembaharuan hak atau perubahan hak. 


D. Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan 


atau Penetapan Pengadilan 


a. Pencatatan Akan adanya Gugatan di Pengadilan 


Informasi yang tersaji pada buku tanah atau daftar umum lainnya 


harus sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum sebenarnya dan 
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selalu mutakhir, akan adanya gugatan di Pengadilan pihak yang 
berkepentingan dapat minta dicatat dalam Buku Tanah, dengan 
menyampaikan salinan surat gugatan (Pasal 126 ayat (1) PMNA/Ka BPN 
No. 3 Tahun 1997). 

Berdasarkan Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997, Panitera Pengadilan 
wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi 
semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap dan penetapan kedua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya 
perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar 
satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan 
dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainya. 

Pencatatan dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang 
berkepentingan berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan ketua 
pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala 
Kantor Pertanahan. Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak 
pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan 
putusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan 
mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat 


yang ditunjuk. 


Contoh pencatatan pada Buku Tanah dari sertipikat tersebut: 


Sebab Perubahan, Nama yang berhak 
Tanda Tangan Kepala 
Tanggal Pendaftaran, dan Pemegang hak 
5 : Kantor dan Cap Kantor 
Daftar Isian lainnya 


Bidang tanah ini akan menjadi 


objek gugatan di Pengadilan Kepala Kantor 
Negeri Kota Tasikmalaya sesuai Pertanahan 
Salinan Surat Gugatan dan Kota Tasikmalaya 


tanda terima Surat Gugatan dari 
Panitera tanggal 14 Agustus 2017 
DI 301 No. 3469 tgl. 16-08-2017 
DI 208 NO. 2456 tgl. 16-08- AKUR NURASA 
2017 NIP. 195707011983031005 
DI 307 No. 3497 Tgl. 16-08-2017 
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b. Pencatatan Dalam Perkara 


Contoh pencatatan pada Buku Tanah: 


Sebab Perubahan, 
Tanggal Pendaftaran, 
Daftar Isian 


Nama yang berhak 
dan Pemegang hak 
lainnya 


Tanda Tangan Kepala 
Kantor dan Cap Kantor 


Bidang tanah ini akan menjadi 
objek gugatan di Pengadilan 
Negeri Kota Tasikmalaya sesuai 
Salinan Surat Gugatan dan 
tanda terima Surat Gugatan dari 
Panitera tanggal 14 Agustus 2017 
DI 301 No. 3469 tgl. 16-08-2017 
DI 208 No. 2456 tgl. 16-08-2017 
DI 307 No. 3985 tgl. 16-08-2017 


Kepala Kantor 
Pertanahan 
Kota Tasikmalaya 


AKUR NURASA 
NIP. 195707011983031005 


Bidang tanah ini dalam perkara 
gugatan perdata di Pengadilan 
Negeri Kota Tasikmalaya 
Perkara Perdata Nomor 
05/PDT.G/2017/PN.TSK 

DI 301 No. 3499 tgl 17-09-2017 
DI 208 No. 2485 tgl 17-09-2017 
DI 307 No. 3520 tgl. 17-09-2017 


Kepala Kantor 
Pertanahan 
Kota Tasikmalaya 


AKUR NURASA 
NIP. 195707011983031005 


Bila Hakim dalam perkara tersebut memerintahkan status guo 


maka dilakukan pencatatan sebagai berikut: 


Nama yang 
San Dan, berhak dan Tanda Tangan Kepala Kantor 
Tanggal Pendaftaran, 
: Pemegang hak dan Cap Kantor 
Daftar Isian : 
lainnya 


Bidang tanah ini akan menjadi 
objek gugatan di Pengadilan 
Negeri Kota Tasikmalaya sesuai 
Salinan Surat Gugatan dan 
tanda terima Surat Gugatan dari 
Panitera tanggal 14 Agustus 2017 
DI 301 No. 3469 tgl. 16-08-2017 

DI 208 No. 2456 tgl. 16-08-2017 


Kepala Kantor Pertanahan 


Kota Tasikmalaya 


AKUR NURASA 


NIP. 195707011983031005 


Bidang tanah ini dalam perkara 
gugatan perdata di Pengadilan 
Negeri Kota Tasikmalaya 
Perkara Perdata Nomor 
05/PDT.G/2017/PN.TSK 

DI 301 No. 3499 tgl 17-09-2017 
DI 208 No. 2485 tgl 17-09-2017 


Kepala Kantor Pertanahan 


Kota Tasikmalaya 


AKUR NURASA 
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DI 307 No. 3520 tgl. 17-09-2017 


NIP. 195707011983031005 


Bidang tanah ini dalam 
STATUS OUO berdasarkan 
perintah Hakim perkara 


Kepala Kantor Pertanahan 
Kota Tasikmalaya 


perdata di Pengadilan Negeri 
Kota Tasikmalaya Perkara 
Nomor 
05/PDT.G/2017/PN.TSK. 

DI 301 No. 4058 tgl. 02-10-2017 
DI 208 No. 2485 tgl o2-0-2017 


AKUR NURASA 
NIP. 195707011983031005 


Bila dalam perkara ini bidang tanah dengan Status Hak Guna 
Bangunan, yang dalam perjalanan perkara jangka waktu hak atas 
tanah Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara ini habis diletakkan 
SITA JAMINAN, maka SITA JAMINAN tetap dicatat. Hapusnya hak 


atas Hak Guna Bangunan di catat terlebih dahulu baru pencatatan 


SITA JAMINAN. 


Sebab Perubahan, Nama yang berhak 
Tanda Tangan Kepala 
Tanggal Pendaftaran, dan Pemegang hak 
P : Kantor dan Cap Kantor 
Daftar Isian lainnya 


Hak Guna Bangunan bidang 
tanah ini hapus pada tanggal 
03/10/2017 karena jangka 
waktunya telah berakhir. 

DI 301 No. 4081 tgl 17-10-2017 
DI 208 No. 2598 tgl 17-10-2017 


Kepala Kantor Pertanahan 
Kota Tasikmalaya 


AKUR NURASA 
NIP. 195707011983031005 


Bidang tanah ini diletakkan 
SITA JAMINAN berdasarkan 
perintah Hakim perkara 
perdata di Pengadilan Negeri 
Kota Tasikmalaya Perkara 
Nomor 
05/PDT.G/2017/PN.TSK. 

DI 301 No. 4082 tgl 17-11-2017 
DI 208 No. 2600 tgl 17-11-2017 


Kepala Kantor Pertanahan 
Kota Tasikmalaya 


AKUR NURASA 
NIP. 195707011983031005 


Bidang tanah ini — dalam 
STATUS OUO berdasarkan 
perintah Hakim perkara 
perdata di Pengadilan Negeri 
Kota Tasikmalaya Perkara 


Kepala Kantor Pertanahan 
Kota Tasikmalaya 
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Nomor 

05/PDT.G/2017/PN.TSK. AKUR NURASA 

DI 301 No. 4058 tgl. o2-10- NIP. 195707011983031005 
2017 

DI 208 No. 2485 tgl 02-10-2017 


c. Pencatatan Setelah Putusan Pengadilan 
ini 


dalam hal 


penggugat bukan yang namanya tercatat di Buku Tanah sedangkan 


Bila dalam suatu perkara gugatan perdata, 


Tergugat namanya tercatat dalam buku tanah sebagai pemilik tanah. 
Penggugat dalam kasus ini mengajukan Sita Jaminan, selanjutnya 
perkara ini dimenangkan oleh penggugat dan tergugat tidak 
mengajukan banding dan Pengadilan menyatakan Sita Jaminan ini sah 
dan berharga menjadi Sita Eksekusi. 

Tanpa menunggu eksekusi di lapangan dan tergugat menyerahkan 
sertipikat hak atas tanahnya, berdasarkan Putusan Pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka secara langsung 
kepemilikan tanah telah beralih ke Penggugat yang memenangkan 
perkara, oleh karena itu Kantor Pertanahan harus segera melakukan 
pencatatan nama penggugat dalam Buku Tanah. Hal ini sesuai dengan 
asas Mutakhir bahwa Buku Tanah harus menyajikan informasi sesuai 
dengan fakta hukum yang sebenarnya. Terlebih dahulu nama Tergugat 
dicoret miring ke atas dan dibubuhi paraf selanjutnya nama Penggugat 


dicatat pada halaman 4, karena halaman 3 sudah penuh. 


Contoh pencatatan pada Buku Tanah halaman 4. 


Sebab Perubahan, 


Tanggal Pendaftaran, 
Daftar Isian 


Nama yang berhak dan 
Pemegang hak lainnya 


Tanda Tangan Kepala 
Kantor dan Cap Kantor 


Putusan Pengadilan Negeri 
Kota Tasikmalaya Nomor 
03/Pdt.G/ 2007/PN-TSK yang 
telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

DI 208 No. 5437 tgl 12-12-2017 
DI 303 No. 541 tgl. 12-12-2017 


Insinyur Hadi 
Priyonggo 23/08/1954 
Dokter Zahra Aniyati 
23/03/1963 

Merupakan harta gono 
gini 


Kepala Kantor 
Pertanahan 
Kota Tasikmalaya 


AKUR NURASA 
NIP. 195707011983031005 
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Bila sertipikat tidak juga diserahkan oleh pihak Tergugat yang 
kalah, maka secara administratif perlu dilakukan pembatalan. Pera- 
turan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan 


mengatur sebagai berikut: 


“Bila Tergugat yang tercatat pada Buku Tanah yang memenangkan 
perkara maka dan dalam hal ini Putusan Pengadilan telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dilakukan pencatatan 
pada Buku Tanah dan Sertipikatnya sekaligus. Tergugat selaku 
pemilik tanah yang terdaftar tetap melakukan pengecekan 
sertipikatnya”. 


Contoh pencatatan pada Sertipikat: 


Nama yang berhak 
Sebab Perubahan, aa 
dan Tanda Tangan Kepala Kantor 
Tanggal Pendaftaran, 
. Pemegang hak dan Cap Kantor 
Daftar Isian : 
lainnya 


“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” Paraf 
DI 303 No. 15679 Tanggal 16-08-2017. Pukul 10.24 


Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tanah tersebut 
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sejak tanggal akta 
PPAT Notaris Alamsyah, SH., M.Kn dengan Nomor 34 dibuat pada 
tanggal 16 Agustus 2017. 


Nama yang 
Sebab Perubahan, berhak dan Tanda Tangan Kepala 
Tanggal Pendaftaran, 
: Pemegang hak Kantor dan Cap Kantor 
Daftar Isian : 
lainnya 
DI 301 No. 3467 tgl 16-08-2017 Kepala Kantor Pertanahan 
DI 208 No. 2455 tgl 16-08-2017 Kota Tasikmalaya 


AKUR NURASA 
NIP. 195707011983031005 


Pencatatan hapusnya hak atas tanah di atas ditindak lanjuti 


dengan pencoretan seluruh halaman pada Buku Tanah dan seluruh 
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halaman pada Sertipikat dengan coretan tinta merah secara diagonal 
dengan kalimat hak atas tanah hapus. 

Bila dalam akta jual beli atau akta hibah pihak penerima hak 
memenuhi syarat sebagai pemilik tanah tersebut, langsung lakukan 
pencatatan sebagai berikut: a) nama pemegang hak lama di dalam 
buku tanah dicoret dengan tinta hitam dan dibubuhi paraf Kepala 
Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk, b) nama atau nama- 
nama pemegang hak yang baru dituliskan pada halaman dan kolom 
yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi tanggal pencatatan, 
dan besarnya bagian setiap pemegang hak dalam hal penerima hak 
beberapa orang dan besarnya bagian ditentukan, dan kemudian 
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang 
ditunjuk dan cap dinas Kantor Pertanahan, c) yang tersebut pada huruf 
a dan b juga dilakukan pada sertipikat hak yang bersangkutan dan 
daftar-daftar umum lain yang memuat nama pemegang hak lama, 
nomor hak dan identitas lain dari tanah yang dialihkan dicoret dari 
Daftar Nama pemegang hak lama dan nomor hak dan identitas 
tersebut dituliskan pada Daftar Nama penerima hak (Pasal 105 ayat (1) 
PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997). 


E. Penerbitan Sertipikat Pengganti 

Permohonan sertipikat baru yang diajukan pemegang hak sebagai 
pengganti sertipikat lama disebabkan karena: 1. Sertipikat rusak atau 
sengaja dirusak, 2. Sertipikat hilang, 3. Penggantian blanko sertipikat 
lama, 4. Sertipikat lama tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam 
suatu lelang eksekusi. Pemohon yang dapat mengajukan sertipikat 
pengganti adalah: a) Pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang 
hak dalam buku yang bersangkutan, b) Pihak lain yang merupakan 
penerimaan hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang. 

Atas permohonan pemegang hak atas tanah, dapat diterbitkan 
sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Permohonan 
sertifikat pengganti ini hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya 


tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang 
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bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak 
berdasarkan akta PPAT (Pasal 57 PP No. 24 Tahun 1997). Dalam hal 
pemegang hak telah meninggal dunia, maka ahli waris yang ditunjuk 
dapat mengurus permohonan penggantian sertipikat pengganti 


sertpikat harus dicatat dalam buku tanah. 


a. Penggantian Sertipikat Karena Rusak dan Blangko Lama 
Berdasarkan Pasal 137 PMNA/KBPN No 3/1997 penggantian 
sertipikat rusak sebagai berikut: a) Permohonan penerbitan 
sertipikat pengganti karena rusak atau karena masih menggunakan 
blangko sertipikat lama dapat diajukan oleh yang berkepentingan 
dengan melampirkan sertipikat atau sisa sertipikat yang 
bersangkutan, b) Sertipikat dianggap rusak apabila ada bagian yang 
tidak terbaca atau ada halaman yang robek atau terlepas akan tetapi 
masih tersisa bagian sertipikat cukup mengidentifikasikan adanya 
sertipikat tersebut, c) Penerbitan sertipikat karena masih 
menggunakan blangko lama meliputi juga penggantian sertipikat 
hak atas tanah dalam rangka pembaharuan atau perubahan hak 
yang menggunakan sertipikat lama dengan mencoret ciri-ciri hak 
lama dan menggantinya dengan ciri-ciri hak baru, d) Dalam hal 
penggantian sertipikat karena rusak atau pembaharuan blangko 
sertipikat, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. 
Persyaratan permohonan sertipikat karena rusak tertera dalam 
Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 yaitu: a) Formulir 
permohonan yang sudah diisi dan ditandantangani pemohon atau 
kuasanya di atas mateari cukup, b) Surat kuasa apabila dikuasakan, 
b) Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, 
KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan 
aslinya oleh petugas loket, c) Fotocopy akta pendirian dan 
pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya 
oleh petugas loket, d) Sertipikat asli. 

Persyaratan permohonan sertipikat karena penggantian blanko 


lama sebagai berikut: a) Formulir permohonan yang sudah diisi dan 
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ditandantangani pemohon atau kuasanya di atas mateari cukup: b) 

Surat kuasa apabila dikuasakan) c) Fotokopi identitas 

pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa 

apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh 
petugas loket: d) Fotocopy akta pendirian dan pengesahan Badan 

Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket. 

. Penggantian Sertipikat Karena Hilang 

Dasar aturan mengenai penggantian sertipikat karena hilang 

terdapat pada Pasal 59 PP No 24 Tahun 1997 dan Pasal 138 Peraturan 

Menteri Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 ketentuan yang harus 

dipenuhi berdasarkan peraturan adalah: 

a) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai 
pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan 
Kepala Kantor Pertanahan (letak tanah yang bersangkutan) atau 
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat 
lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang 
ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan. 
Pertanyaan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertipikat 
tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana 
contoh dalam lampiran 25 PMNA/KPBN No 3/1997. 

b 


— 


Dalam hal pemegang atau para pemegang hak tersebut 
berdomisili di luar Kabupaten/Kota letak tanah, maka 
pembuatan pertanyaan dapat dilakukan di Kantor Pertanahan di 
domisili yang bersangkutan atau di depan pejabat kedutaan 


Republik Indonesia di Negara domisili yang bersangkutan. 


— 


c) Penerbitan sertipikat pengganti didahului dengan pengumuman 

1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas 

biaya pemohon. 

d) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari 
pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai 
akan diterbitkan sertipikat pengganti tersebut atau ada yang 


mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan 


92 


Akur Nurasa & Dian Aries Mujiburohman 


Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, 


diterbitkan sertipikat baru. 


e) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala 


g 


h 


— 


Kantor Pertanahan maka ia menolak menerbitkan sertipikat 
pengganti. 

Dengan mengingat besarnya biaya pengumuman dalam surat 
kabar harian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 PP No. 24 
Tahun 1997 dibandingkan dengan harga tanah yang sertipikatnya 
hilang serta kemampuan pemohon, Kepala Kantor Pertanahan 
dapat menentukan bahwa pengumuman akan diterbitkan 
sertipikat tersebut ditempatkan di papan pengumuman Kantor 
Pertanahan dan di jalan masuk tanah yang sertipikanya hilang 
dengan papan pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca 
orang yang berada diluar bidang tanah tersebut. 

Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya 
sertipikat pengganti, maka dibuat berita acara pengumuman dan 
penerbitan penolakan penerbitan sertipikat pengganti dengan 


menggunakan daftar isian 3044. 


— 


Mengenai dilakukanya pengumuman dan penerbitan serta 
penolakan penerbitan sertipikat baru dibuatkan berita acara oleh 
Kepala Kantor Pertanahan. 

Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon 
diterbitkannya sertipikat tersebut atau orang lain yang diberi 
kuasa untuk menerimanya. 

Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara 


dan tempat pengumuman yang lain. 


k) Berdasarkan Pasal 138 PMNA/KBPN No 3/1997 untuk penerbitan 


sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun 


pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah. 


Persyaratan permohonan sertipikat pengganti karena hilang 


tertera dalam Peraturan Kepala BPN No 1 Tahun 2010 yaitu: a) Formulir 


permohonan yang sudah diisi dan ditandantangani pemohon atau 


kuas 


anya di atas materaii cukup: b) Surat kuasa apabila dikuasakan, c) 
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Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) 
serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya 
oleh petugas loket: d) Fotocopy akta pendirian dan pengesahan Badan 
Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas lokat, bagi 
badan hukumy, e) Foto copy sertipikat (jika ada): f) Surat pertanyataan 
dibawah sumpah oleh pemegang hak/ yang menghilangkan, g) Surat 


tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat. 


F. Rangkuman 

Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengakibatkan hak 
tersebut hapus atau terputus. Oleh karena itu untuk pendaftarannya 
tidak perlu dibuatkan buku tanah dan sertifikat baru. Sedangkan untuk 
pemecahan dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, 
yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status 
hukum yang sama dengan bidang tanah semula, untuk tiap bidang 
dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk menggantikan 
surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya. Dalam pemisahan bidang 
tanah yang luas diambil sebagian yang menjadi satuan bidang baru. 
Dalam hal ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah 
identitasnya, kecuali mengenai luas dan batasnya. Istilah yang 
digunakan adalah pemisahan, untuk membedakannya dengan 
pemecahan. Dalam hal penggabungan bidang tanah merupakan 
penggabungan dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan 
letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang sama 
dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanya 
dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama. 

Pendaftaran hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak 
Milik atas satuan rumah susun yang disebabkan oleh dibatalkan atau 
dicabutnya hak yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan atas permohonan yang berkepentingan dilakukan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan. Untuk mencatat hapusnya hak atas tanah 
yang dibatasi masa berlakunya tidak diperlukan penegasan dari Pejabat 


yang berwenang. Dalam acara melepaskan hak, maka selain harus ada 
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bukti, bahwa yang melepaskan adalah pemegang haknya, juga perlu 
diteliti apakah pemegang hak tersebut berwenang untuk melepaskan 
hak yang bersangkutan. Dalam hal hak yang dilepaskan dibebani hak 
tanggungan diperlukan persetujuan dari kreditor yang bersangkutan. 

Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak 
milik alas satuan rumah susun berdasarkan putusan pengadilan 
dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak 
yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya. 
Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus 
dilaksanakan lebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang, sebelum 
didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

Permohonan sertifikat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak 
yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah 
yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak 
berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang. Dalam hal 
pemegang hak atau penerima hak sebagaimana sudah meninggal 
dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli 
warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. 
Dalam hal penggantian sertifikat karena rusak atau pembaharuan 
blangko sertifikat, sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. 
Penggantian sertifikat dicatat pada buku tanah yang bersangkutan. 
Soal Latihan: 

1. Jelaskan pengertian dari perpanjangan, pembatalan, pembaharuan 
dan perubahan hak atas tanah? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemecahan, pemisahan, dan 
penggabungan bidang tanah? 

3. Jelaskan permohonan pembatalan hak atas tanah karena cacat 
hukum administratif? 

4. Jelaskan obyek peningkatan hak dari HGB ke HM? 

5. Jelaskan alasan-alasan atau penyebab adanya penerbitan sertipikat 
pengganti? 
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BAB V 
TANAH WAKAF 


Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang tanah sebagai benda wakaf dan 


tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan. 


Sub Pokok Bahasan 
1. Tanah Sebagai Benda Wakaf 
2. Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf 


Uraian: 
A. Tanah Sebagai Benda Wakaf 

Perkataan wakaf dari sudut bahasa berasal daripada perkataan 
“Wagafa” yang bermaksud berhenti, mencegah ataupun menahan 
(Ahmad & Muhamed, 201: 138-347). Wakaf menurut bahasa Arab 
berarti “al-habsu” yang berasal dari kata kerja bahasa Arab habasa- 
yahbisu-habsan yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau 
memenjarakan. Kemudian berkembang menjadi “habbasa” yang 
berarti mewakafkan harta kepada Allah SWT. Kata wakaf sendiri 
berasal dari kata kerja bahasa Arab wagafa-yagifu-wagifan yang berarti 
berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara /hukum 
Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa 
menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan 
untuk kebaikan (Al-Alabij, 1992: 23). 

Pengaturan tentang wakaf diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 
tentang Wakaf dan pelaksanaan wakaf PP No. 42 tahun 2006 
sebagaimana diubah dengan PP No. 25 tahun 2018. Definisi wakaf 
adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 


menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
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selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 
menurut syariah. 

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 
fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat 
ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum. Wakaf dilaksanakan dengan 
memenuhi unsur wakaf yaitu: Wakif, Nazhir, harta benda wakaf, Ikrar 
wakaf, peruntukkan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf 
(Pasal 4, 5, 6, UU No. 41 tahun 2004). 

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, 
wakif meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat 
wakif dapat mewakafkan hartanya diatur Pasal 8 UU No. 41 tahun 
2004 sebagai berikut: Wakif perseorangan hanya dapat melakukan 
ikrar wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat: 
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta 
benda wakaf. Wakif dengan demikian tidak harus beragama Islam. 
Wakif organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila 
memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk 
mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi atau badan hukum 
sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang 
bersangkutan, sudah tentu organisasi atau badan hukum tersebut 
harus merupakan subjek yang dapat memiliki tanah di Indonesia. 

Badan hukum dapat menjadi wakif sudah diatur sejak 
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang 
Perwakafan Tanah Milik, seharusnya pada saat itu sudah dapat 
diartikan bahwa hak guna bangunan dapat diwakafkan karena hak 
guna bangunan merupakan tanah milik badan hukum tersebut. 

Wakif selain badan hukum privat yaitu Perseroan Terbatas, 
koperasi maupun yayasan, dapat dikembangkan ke badan hukum 
publik misalnya Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak ada larangan 
pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi wakif sepanjang Dewan 


Perwakilan Rakyat Daerah menyetujuinya. Pemerintah 
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Kabupaten/Kota sebagai wakif diperlukan apabila fasilitas umum 
suatu areal perumahan yang status tanahnya merupakan milik atau 
asset pemerintah Kabupaten/Kota dibangun masjid yang dalam hal ini 
dana pembangunan masjid sepenuhnya dana dari masyarakat bukan 
dana dari pemerintah Kabupaten/Kota. Status hukum bidang tanah 
asset pemerintah Kabupaten/Kota dengan di atasnya dibangun masjid 
oleh masyarakat bukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk 
kelangsungan pengelolaan masjid seyogyanya status bidang tanah 
tersebut menjadi tanah wakaf dengan wakif pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif 
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 
Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk 
kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai 
dengan peruntukannya. Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama 
Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda 
wakaf. Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta 
benda wakaf yang bersangkutan. Terdaftarnya harta benda wakaf atas 
nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah 
pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, 
mengawasi dan melindungi harta benda wakaf (Pasal 3 PP No. 42 
tahun 2006). Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi atau 
badan hukum.  Nazhir mempunyai tugas: — melakukan 
pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 
peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, 
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Tanah Hak Milik yang diwakafkan bersifat right to use, yaitu 
nazhir hanya mempunyai hak mempergunakan tanah yang 
diwakafkan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial 
lainnya, tidak ada right of dispossal, yaitu tanah yang diwakafkan tidak 


boleh dijadikan jaminan utang, diperjualbelikan, dihibahkan, ditukar 
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dengan benda lain, dijadikan modal perusahaan, atau diwariskan 
(Santoso, 2014: 71-80). 

Tanah sebagai benda wakaf harus dimiliki dan dikuasai oleh wakif 
secara sah demikian juga perolehannya, PP No. 42 tahun 2006 tentang 
Perwakafan Tanah Milik telah secara tegas dan jelas menyatakan 
bahwa tanah yang dapat diwakafkan harus merupakan tanah yang 
tidak selalu hak milik asalkan tanah milik tersebut bebas dari segala 
pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Dalam PP No. 42 tahun 2006 
tersebut telah membagi dalam dua kriteria yang pertama tanah hak 
milik diartikan sebagai tanah dengan status hak atas tanahnya Hak 
Milik sebagaimana dimaksud Pasal 20 UUPA, yang kedua tanah milik 
diartikan tanah yang dimiliki selain kriteria pertama tadi yaitu hak 
guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai. PP No. 42 tahun 2006 
telah memberi peluang Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai di 
atas tanah negara sebagai benda wakaf namun jarang dimanfaatkan 
karena ditafsirkan seolah-olah hanya tanah dengan status Hak Milik 
yang dimaksud Pasal 20 UUPA saja yang dapat diwakafkan. 

Selama ini ada keragu-raguan untuk mewakafkan tanah dengan 
status Hak Guna Bangunan, karena badan hukum dapat mewakafkan 
tanah miliknya, karena pada umumnya tanah yang dimiliki badan 
hukum statusnya hak guna bangunan dengan demikian maka tanah 
dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) sejak adanya Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 sudah dapat menjadi benda wakaf. 
Keragu-raguan terhadap status tanah HGB yang menjadi benda wakaf 
yang diatur PP No. 42 tahun 2006 seharusnya tidak perlu terjadi 
apabila mencermati substansi peraturan pemerintah tersebut. 

Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) huruf b,c, dan d PP No. PP No. 42 
tahun 2006, tanah Milik selama ini selalu diartikan tanah dengan 
status hak atas tanah hak milik padahal tanah milik dapat juga 
berstatus dengan hak atas tanah hak guna bangunan maupun hak 
pakai. Pendaftaran tanah wakaf dibukukan pada Buku Tanah khusus 


wakaf dan diberi nomor urut tersendiri tiap tiap desa. Pecatatan 
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hapusnya kepemilikan dan hak atas tanah karena tanah diwakafkan 


untuk selama-lamanya. 


B. Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf 

Sertipikat Tanah Wakaf adalah surat tanda bukti Tanah Wakaf. 
Berdasarkan Pasal 39 PP No. 42 tahun 2006 mengatur pendaftaran 
sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan 
tata cara sebagai berikut: 

a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi 
tanah wakaf atas nama Nazhir: 

b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas 
keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik 
terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 
nama Nazhir:, 

Cc. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari 
tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 
nama Nazhir, 

d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas 
tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b 
yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat 
yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah 
wakaf atas nama Nazhir, 

e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, 
musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama 
Nazhir: 

f£. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota 
setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku 
tanah dan sertifikatnya. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf 
tanah diatur Berdasarkan Permen ATR/BPN No 2 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pendaftaran Wakaf. Hak atas Tanah yang telah diwakafkan 
hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf, 


ketentuan sebagai berikut”. 
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» Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti 
pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda 
miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta 
benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. 

» Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat APAIW 
adalah akta pengganti dalam hal perbuatan Wakaf belum 
dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan Wakaf sudah 
diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (garinah) dan 2 (dua) 
orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah 
meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. 

» PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW kepada 
Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak penandatanganan AIW/PPAIW. 

“ Tanah yang diwakafkan dapat berupa: a. Hak Milik atau Tanah 
Milik Adat yang belum terdaftar, b. Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Negara, c. Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak 
Milik, d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dan e. Tanah Negara. 
penandatanganan AIW atau APAIW. 

Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak 
Pengelolaan atau Hak Milik akan diwakafkan untuk selama-lamanya, 
harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis/pelepasan dari 
pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik. Dalam hal sertipikat Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas tanah Negara 
terdapat catatan mengenai izin apabila akan dialihkan, untuk dapat 
diwakafkan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang 
berwenang. Dalam hal Tanah Wakaf berupa Hak Milik akan 
diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan, terlebih dahulu 
dilakukan pengukuran untuk pemisahan sertipikat tersebut. dibuatkan 
AIW atau APAIW, dan menjadi dasar untuk diterbitkan Sertipikat 


Tanah Wakaf atas nama Nazhir. 
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1. Pendaftaran Tanah Wakaf Berupa Hak Milik Yang Berasal Dari 
Tanah Milik Adat 

Tanah Wakaf berupa Hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf 
atas nama Nazhir. Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah 
dilampiri dengan: a. surat permohonan, b. surat ukur, c. sertipikat Hak 
Milik yang bersangkutan, d. AIW atau APAIW, e. surat pengesahan 
Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan 
agama tingkat kecamatan, dan f. surat pernyataan dari Nazhir bahwa 
tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. 

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat 
Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan 
sertipikat Hak atas Tanah, dengan kalimat: “Hak atas Tanah ini hapus 
berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf 
tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor.../... 
sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m?”. 

Untuk tanah Wakaf yang berasal dari Tanah Milik Adat telah 
memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan kepu- 
tusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir, kemudian 
Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf terse- 
but. 


2. Pendaftaran Tanah Wakaf Berupa HGU, HGB Dan HP Diatas 

Tanah Negara 
Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah, dilampiri 

antara lain: 

a. surat permohonan, 

b. surat ukur: 

Cc. sertipikat Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang 
bersangkutan, 

d. AIW atau APAIW: 

e. surat izin pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak 
Milik: 


£ surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan : dan 
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g. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, 
perkara, sita dan tidak dijaminkan. 

Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf 
atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak 
atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat: “Hak 
atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti 
Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah 


Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m?”. 


3. Pendaftaran Tanah Wakaf Berupa HGB Atau HP Di Atas Tanah 
HPL/HM 

Permohonan pendaftaran Wakaf, dilampiri dengan: a. surat per- 
mohonan, b. Surat Ukur, c. sertipikat Hak Guna Bangunan atau Hak 
Pakai yang bersangkutan, d. AIW atau APAIW, e. surat izin pelepasan 
dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik, f. surat pengesahan 
Nazhir, g. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam 
sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. 

Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf 
atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak 
atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat: “Hak 
atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti 
Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah 


Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m?” 


4. Pendaftaran Wakaf Berupa Hak Milik Satuan Rumah Susun 

Pendaftaran Wakaf atas Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di- 
lampiri dengan: a. surat permohonan, b. sertipikat Hak Milik atas Satu- 
an Rumah Susun yang bersangkutan, c. AIW atau APAIW, dan d. surat 
pengesahan Nazhir 

Kepala Kantor Pertanahan mencatat atas nama Nazhir dalam Buku 
Tanah dan sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun pada kolom 
perubahan yang disediakan, dengan kalimat: “Hak Milik atas Satuan 


Rumah Susun ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti 
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Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah 


Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor ... luas... m?”. 


5. Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Negara 

Permohonan penegasan sebagai Tanah Wakaf, dilampiri dengan: 
a. surat permohonan, b. AIW atau APAIW, c. surat pengesahan Nazhir, 
d. bukti perolehan tanah, f. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur, dan g. surat 
pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala 
Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, 
perkara, sitaan dan tidak dijaminkan. Keputusan penegasan sebagai 
Tanah Wakaf atas nama Nazhir dibuat sesuai dengan format sebagai- 


mana tercantum dalam Lampiran II. 


6. Pendaftaran Tanah Pengganti Menjadi Tanah Wakaf Yang 
Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

Perubahan status Tanah Wakaf dalam bentuk tukar ganti hanya 
dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah. Pemberian ganti kerugian untuk Tanah Wakaf 
diberikan kepada Nazhir berupa tanah pengganti. Pendaftaran Tanah 
Wakaf karena tukar ganti dapat dilakukan apabila tanah pengganti 
sudah bersertipikat atau memiliki bukti kepemilikan yang sah. Tanah 
Wakaf yang dilakukan tukar ganti, sejak ditandatangani Berita Acara 
Pelepasan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan statusnya menjadi ta- 
nah yang dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya dapat dimo- 
hon suatu Hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perun- 
dang-undangan. 

Pendaftaran tanah pengganti menjadi Tanah Wakaf dilampiri 
dengan: 
a. surat permohonan, 
b. sertipikat Hak atas Tanah pengganti, 
c. akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada 


Nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf: 
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d. surat keputusan persetujuan mengenai tukar ganti benda Wakaf 
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan agama, 

e. Berita Acara mengenai Tukar Ganti Benda Wakaf, dan 

£ surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari 
Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam 
sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. 

Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf 
atas nama Nazhir dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat 
Wakaf yang telah disediakan dengan kalimat: “Bidang Tanah Wakaf ini 
merupakan pengganti dari bidang Tanah Wakaf Sertipikat Nomor.../... 


luas... m?. 


7. Pendaftaran Perubahan Nazhir 

Pendaftaran Nazhir pengganti dapat dilakukan apabila Nazhir dari 
benda Wakaf berhenti dari kedudukan karena: 

a. meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhen- 
tikan oleh Badan Wakaf Indonesia: 

b. bubar atau dibubarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Organisasi 
atau Badan Hukum yang bersangkutan, atau 

c. Nazhir Perseorangan menjadi Nazhir Organisasi atau Badan Hu- 
kum, atau Nazhir Organisasi atau Badan Hukum menjadi Nazhir 
Perseorangan. 

Pendaftaran Nazhir pengganti dilampiri dengan: a. surat permo- 
honan, b. penetapan Nazhir pengganti dari Badan Wakaf Indonesia, c. 
surat persetujuan dari Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah 
meninggal dunia, d. Anggaran Dasar Organisasi atau Badan Hukum 
berikut pengesahannya, jika Nazhir Organisasi atau Badan Hukum, d. 
sertipikat Wakaf. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan melakukan 
pencoretan dan pencatatan penggantian Nazhir dalam sertipikat dan 
Buku Tanah. 


C. Rangkuman 
Pengaturan tentang wakaf diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 


tentang Wakaf dan pelaksanaan wakaf PP No. 42 tahun 2006 
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sebagaimana di ubah dengan PP No. 25 tahun 2018. Wakaf berfungsi 
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu: Wakif, 
Nazhir, harta benda wakaf, Ikrar wakaf, peruntukkan harta benda 
wakaf, dan jangka waktu wakaf. 

Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran 
penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf 
sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, 
organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri 
melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di 
provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti 
pendaftaran Nazhir. 

Sertipikat Tanah Wakaf adalah surat tanda bukti Tanah Wakaf. 
Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau 
APAIW dengan tata cara sebagai berikut: a. terhadap tanah yang sudah 
berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir, 
b) terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas 
keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih 
dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir, 
c) terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari 
tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama 
Nazhir, d) terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak 
pakai di atas tanah negara yang telah mendapatkan persetujuan 
pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan 
didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir, e) terhadap tanah 
negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushola, makam, 
didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir, f) Pejabat yang 
berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat 
perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan 


sertifikatnya. 
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Soal Latihan: 

1. jelaskan pengertian dan pengaturan tentang wakaf? 

2. Jelaskan pengertian wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, 
peruntukkan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf? 

3. Jelaskan unsur-unsur wakaf? 


4. jelaskan tatacara pendaftaran sertifikat tanah wakaf? 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf. 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
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Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik 


Indonesia Tahun 2017 Nomor 319) 


BAB VI 
BLOKIR SERTIPIKAT 


Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pencatatan dan hapusnya blokir 
sertipikat, pencatatan blokir atas inisiatif kementerian dan pencatatan 


sita. 


Sub Pokok Bahasan 

1. Istilah-Istilah Dalam Blokir Sertipikat 

2. Pencatatan Blokir Sertipikat 

3. Hapusnya Catatan Blokir 

4. Pencatatan Blokir Atas Inisiatif Kementerian 

5. Pencatatan Sita 

Uraian: 

A. Istilah-Istilah Dalam Blokir Sertipikat 

Pengaturan secara khusus tentang blokir sertipikat diatur dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Blokir dan Sita. Beberapa istilah penting dalam pencatatan blokir dan 

sita sebagai berikut. 

“ Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor 
Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan 
status guo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat 
sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas 
tanah tersebut. 

“ Pencatatan Sita adalah tindakan administrasi Kepala Kantor 


Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat adanya sita 
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dari lembaga peradilan, penyidik atau instansi yang berwenang 
lainnya. 

“ Sita Perkara adalah penyitaan terhadap Buku Tanah, Surat Ukur 
atau data lainnya yang diajukan oleh juru sita pengadilan atau pihak 
yang berkepentingan meliputi penggugat atau tergugat dalam 
rangka perlindungan terhadap objek perkara. 

“ Sita Pidana adalah penyitaan terhadap Buku Tanah, Surat Ukur atau 
data lainnya yang diajukan oleh penyidik yang dipergunakan 
sebagai alat bukti dalam peradilan dengan Berita Acara Penyitaan 
dan tanda terima barang yang disita. 

“ Sita Penyesuaian adalah permohonan sita yang kedua/ketiga dan 
seterusnya yang bertujuan untuk menyesuaikan pada sita 
sebelumnya dan objek sita secara nyata telah dipertanggungkan 
kepada pihak lain. 

“ Skorsing adalah pencatatan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara 
untuk penundaan pelaksanaan keputusan yang diterbitkan oleh 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau 
Kepala Kantor Pertanahan. 

Pemblokiran sertipikat dimungkinkan bila satu pihak berniat 
menggugat perbuatan hukum atau persitiwa hukum terkait dengan 
sertipikat atas suatu bidang tanah. Untuk melakukan pemblokiran 
sertipikat dengan mengajukan surat permohonan pemblokiran 
sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional 
setempat. Isi surat permohonan tersebut adalah alasan pemblokiran, 
baik itu terkait perkara pidana atau perdata. Apabila terdapat bukti- 
bukti harus dilampirkan. 

Secara tersirat ketentuan mengenai blokir sertipikat terdapat 
dalam Pasal 30 ayat 1 huruf (c) dan (d) PP No. 24 Tahun 1997 tentang 
pendaftaran tanah sebagai berikut: 

a. Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak 
diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuan dalam buku 


tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan 
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kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia 
Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala 
Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk 
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang di sengketa 
dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara 
sistematik dan go (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah 
secara sporadik dihitung sejak disampaikanya pemberitahuan 
tersebut: 

b. Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan 
gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan 
untuk status guo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan 
dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan 
mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang 
disengketakan. 

Penyelesaian untuk masalah pemblokiran tersebut di atas terdapat 
pada ayat 3 dan ayat 4 pada pasal yang sama sebagai berikut: pertama, 
catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus apabila: a) 
Telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang 
bersengketa atau, b) Diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa 
yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
atau, c) Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran 
tanah secara sistematik dan go (sembilan puluh) hari dalam pendaf- 
taran sporadik tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke 
pengadilan. Kedua, catatan sebagaimana pada ayat (1) huruf d dihapus 
apabila: Telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak 
yang bersengketa atau, Diperoleh putusan pengadilan mengenai 
sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

Blokir terhadap permohonan penerbitan sertipikat pertama kalau 
(originer) dapat dilakukan terkait dengan laporan penyidikan tindak 
pidana menurut batas waktu pemblokiran untuk kasus ini adalah 
Sesudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van 


gewijsde) terhadap perbuatan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. 
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B. Pencatatan Blokir Sertipikat 

Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas 
perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa 
atau konflik pertanahan. Pencatatan blokir diajukan: a) dalam rangka 
perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon 
blokir, dan b) paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) pemohon pada 1 
(satu) objek tanah yang sama. 

Perorangan atau badan hukum, wajib mempunyai hubungan 
hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran. Pemohon yang 
mempunyai hubungan hukum, terdiri atas: 

a. pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum, 

b. para pihak dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan 
atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan: 

Cc. ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan, 

d. pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan, 
berdasarkan kuasa, atau 

e. bank, dalam hal dimuat dalam akta notariil para pihak. 

Persyaratan pengajuan blokir oleh perorangan atau badan hukum, 
meliputi: 

a. formulir permohonan, yang memuat pernyataan mengenai 
persetujuan bahwa pencatatan pemblokiran hapus apabila jangka 
waktunya berakhir, 

b. fotokopi identitas pemohon atau kuasanya, dan asli Surat Kuasa 
apabila dikuasakan: 

c. fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum, 

d. keterangan mengenai nama pemegang hak, jenis hak, nomor, luas 
dan letak tanah yang dimohonkan blokir, 

e. bukti setor penerimaan negara bukan pajak mengenai pencatatan 
blokir: 

£. bukti hubungan hukum antara pemohon dengan tanah, seperti: 

1) surat gugatan dan nomor register perkara atau skorsing oleh 
Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal permohonan blokir 


yang disertai gugatan di pengadilan, 


Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 113 


2) surat nikah/buku nikah, kartu keluarga, atau Putusan Pengadilan 
berkenaan dengan perceraian atau keterangan waris, dalam hal 
permohonan blokir tentang sengketa harta bersama dalam 
perkawinan dan/atau pewarisan) dan Putusan Pengadilan 
berkenaan dengan utang piutang atau akta perjanjian perikatan 
jual beli, akta pinjam meminjam, akta tukar menukar yang telah 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dalam hal permohonan 
blokir tentang perbuatan hukum. 

Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi: 

a. formulir permohonan, 

b. Surat Perintah Penyidikan, 

c. Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum 
disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat 
keterangan yang jelas mengenai nama pemegang hak: jenis dan 
nomor hak, dan luas dan letak tanah, atau syarat lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penerimaan Permohonan dan Pemeriksaan: a) Dalam hal setelah 
dilaksanakan pengkajian, permohonan tidak memenuhi syarat untuk 
dilakukan pencatatan, maka biaya tidak dapat dikembalikan. B) 
Petugas loket menerima berkas permohonan yang telah lengkap 
dilampiri dengan bukti pembayaran dan kepada pemohon diberikan 
bukti penerimaan berkas. 

Pengkajian dilakukan dengan memperhatikan: a) subyek/pihak 
yang mengajukan permohonan pencatatan blokir, b) syarat dan alasan 
dapat dilakukannya pencatatan blokir, c) jangka waktu blokir, dan e) 
biaya. 

Permohonan pencatatan pemblokiran terhadap sebagian hak atas 
tanah yang telah terdaftar, hanya dapat dilakukan setelah letak tanah 
dan batas tanah yang dimohonkan pemblokiran diketahui. 


Tata Cara Pencatatan Blokir yaitu: 
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1) Pencatatan blokir dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau 
pejabat yang ditunjuk pada Buku Tanah dan Surat Ukur yang 


bersangkutan. 


hp) 
— 


Pencatatan blokir paling sedikit memuat keterangan mengenai 
waktu (jam, menit dan detik) dan tanggal pencatatan, subyek yang 


mengajukan permohonan, serta alasan permohonan. 


ken) 
— 


Pencatatan blokir dilakukan dengan mencatat uraian catatan blokir 
sesuai dengan format yang berbunyi: “Pada tanggal ... dan jam ... 
menit ... detik ... telah dicatat blokir berdasarkan permohonan 
Saudara ... dengan alasan ... ”/ “Pada tanggal ... dan jam ... menit ... 
detik ... telah dicatat blokir berdasarkan perintah ... dengan alasan ... 
”/ “Pada tanggal ... dan jam ... menit ... detik ... telah dicatat blokir 
berdasarkan pertimbangan ... ”. 

Penulisan pencatatan blokir, dicatat di buku tanah, pada kolom 
pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan 
Lainnya, dan surat ukur, pada lembar gambar surat ukur yang masih 
tersedia. 

Jangka Waktu Blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku 
untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 
tanggal pencatatan blokir dan jangka waktu dapat diperpanjang 
dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan. 
Catatan blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan 
dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan 
penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh 


penyidik yang bersangkutan. 


C. Hapusnya Catatan Blokir 

Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum, hapus apabila: 
1. jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang, 
2. pihak yang memohon pencatatan telah mencabut permintaannya 


sebelum jangka waktu berakhir, 
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3. Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunya 
berakhir: atau 
4. ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan. 

Catatan blokir oleh penegak hukum, hapus apabila: a) kasus 
pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan telah 
dihentikan, atau b) penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir. 

Tata cara penghapusan blokir dilakukan dengan mencatat uraian 
penghapusan catatan blokir sesuai dengan format yang berbunyi: “Pada 
tanggal ... dan jam ... menit ... detik ... telah dihapus catatan blokir 
tanggal ... jam ... yang dimohonkan oleh Saudara/penyidik ... dengan 


alasan ...”. 


D. Pencatatan Blokir Atas Inisiatif Kementerian 

Pencatatan blokir — dilakukan untuk penyelesaian masalah 
pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional atau 
penertiban tanah terlantar, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Dalam hal dilakukan untuk penertiban tanah terlantar maka 
pencatatan blokir dilaksanakan pada saat tanah diusulkan untuk 
ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional kepada Menteri. Dalam hal pertimbangan 
keadaan mendesak, Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan 
pencatatan blokir, meliputi: a) adanya sengketa atau konflik 
pertanahan, 2) perlindungan terhadap aset pemerintah. 

Pencatatan blokir atas inisiatif Kementerian dilakukan dalam 
jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah pencatatan 
blokir atau pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional. 

Catatan blokir atas inisiatif Kementerian, hapus apabila: 

1) ada surat perintah pengangkatan blokir oleh Menteri atau Kepala 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, untuk blokir atas 
perintah Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 


Nasional: 


116 Akur Nurasa & Dian Aries Mujiburohman 


2) penetapan sebagai tanah terlantar atau pengeluaran dari daftar data 
tanah terindikasi terlantar, untuk blokir atas perintah Menteri atau 
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan/atau 

3) Kepala Kantor menurut keyakinannya menghapus blokir, untuk 


blokir karena pertimbangan dalam keadaan mendesak. 


E. Pencatatan Sita 
Pencatatan Sita dilakukan terhadap hak atas tanah dalam rangka 
kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan atau penyidikan. 
Pencatatan Sita diajukan paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) 
pemohon pada 1 (satu) objek tanah yang sama. Hak atas tanah yang 
berada dalam keadaan disita dapat di roya, diperpanjang dan/atau 
diperbaharui dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan, para 
pihak yang berperkara dan/atau penyidik. 
Pencatatan Sita meliputi: 1) pencatatan Sita Perkara: 2) pencatatan 
Sita Pidana: dan 3) pencatatan Sita Berdasarkan Surat Paksa. 
Pencatatan Sita Perkara, dilakukan terhadap hak atas tanah yang 
sedang menjadi obyek perkara di pengadilan. Pencatatan Sita 
Berdasarkan Surat Paksa, merupakan pencatatan sita terhadap hak atas 
tanah yang menjadi obyek utang pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Permohonan pencatatan Sita Perkara, diajukan oleh: 1) juru sita 
pengadilan: atau 2) pihak yang berkepentingan meliputi penggugat 
atau tergugat, untuk kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan. 
Permohonan pencatatan sita perkara dilengkapi dengan melampirkan: 
a. penetapan sita dari Ketua Pengadilan yang menerangkan secara 
jelas mengenai subyek hak, jenis hak, nomor hak dan letak tanah 
yang diletakkan sita, dan/atau 

b. putusan pengadilan yang menyatakan sah dan berharga sita 
terhadap hak atas tanah obyek perkara. 

Permohonan pencatatan sita pidana oleh penyidik, dilengkapi 


dengan melampirkan: 
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a. Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan tempat 
terjadinya tindak pidana, 

b. surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, 

C. penetapan pengadilan, dan/atau 

d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Setelah dicatatkan Sita Pidana, penyidik harus menindaklanjuti 
dengan memproses penerbitan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri 
setempat. Pencatatan Sita Berdasarkan Surat Paksa diajukan oleh juru 
sita pajak. Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pencatatan sita 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat 
permohonan diterima lengkap. 

Tata cara pencatatan sita dilakukan dengan mencatat uraian 
catatan sita sesuai dengan format yang berbunyi: “Pada tanggal ... dan 
jam ... menit ... detik ... telah dicatat sita berdasarkan permohonan 
Saudara .... dengan alasan...”/ Pada tanggal ... dan jam ... menit ... detik 
... telah dicatat sita berdasarkan penetapan sita ... dengan alasan ...”/ 
“Pada tanggal ... dan jam ... menit ... detik ... telah dicatat sita 
berdasarkan surat paksa ...” 

Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang: a) 
merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, b) dibebani hak 
tanggungan, atau c) telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek 
perkara yang sedang dipasang hak tanggungan. 

Perpanjangan maupun pembaharuan hak diberitahukan secara 
tertulis kepada Ketua Pengadilan, yang memuat penjelasan bahwa 
proses perpanjangan atau pembaharuan tidak menghapus catatan 
adanya perkara tersebut. Dalam hal hak atas tanah yang dimohon 
untuk dicatatkan adanya Sita Perkara telah menjadi obyek lelang 
eksekusi, maka pendaftaran peralihan hak tetap dapat dilaksanakan 
dengan memberitahukan kepada pemenang lelang mengenai adanya 
perkara gugatan atas tanah tersebut dan mencatat pada buku tanah 


yang menjadi obyek lelang. Dalam hal pencatatan Sita Pidana atau Sita 
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Berdasarkan Surat Paksa, maka atas permintaan penyidik atau juru sita 
pajak dapat diberikan fotokopi data pendaftaran tanah berupa Buku 
Tanah, Surat Ukur dan/atau warkah yang diperlukan, dan dilegalisir. 

Sita Pidana berlaku sampai dengan perkara yang diperiksa selesai, 
dan dibuktikan dengan adanya: 1) Surat Perintah Penghentian Penyi- 
dikan (SP3) dan surat permohonan pengangkatan sita dari penyidik, 
atau 2) perkara dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan putusan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan Surat Paksa berlaku sampai dengan: 1) penanggung 
pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, 2) berda- 
sarkan putusan pengadilan, atau 3) putusan badan penyelesaian seng- 
keta pajak atau ditetapkan lain oleh menteri yang berwenang atau 
kepala daerah. 

Hapusnya catatan sita dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, 
penyidik atau juru sita pajak mengajukan permohonan penghapusan 
catatan blokir dengan melampirkan persyaratan: 

a. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal 
permohonan penghapusan catatan Sita Perkara, 

b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau putusan penga- 
dilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal permohonan 
penghapusan catatan Sita Pidana, atau 

Cc. surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh instansi yang berwe- 
nang, putusan pengadilan atau putusan badan penyelesaian sengke- 
ta pajak atau surat lainnya yang diterbitkan oleh menteri yang 
berwenang atau kepala daerah, dalam hal permohonan pengha- 
pusan catatan Sita Berdasarkan Surat Paksa. 

Penghapusan sita dilakukan dengan mencatat uraian penghapusan 
catatan sita sesuai dengan format yang berbunyi: “Pada tanggal ... dan 
jam ... menit ... detik ... telah dihapus catatan sita tanggal ... jam ... yang 


dimohonkan oleh Saudara .../penyidik/juru sita pajak ... dengan alasan 


” 
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F. Rangkuman 

Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas 
perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa 
atau konflik pertanahan. Hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat 
catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pen- 
daftaran tanah. Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh 
perorangan, badan hukum dan penegak hukum dengan mencantum- 
kan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permo- 
honannya. Disamping itu harus mempunyai hubungan hukum dengan 
tanah yang dimohonkan pemblokiran kecuali untuk pengak hukum, 
karena mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penun- 
tutan kasus pidana. 

Selain melalui permohonan, pencatatan blokir dapat dilakukan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan atas perintah Menteri, perintah Kepala 
Kantor Wilayah atau pertimbangan dalam keadaan mendesak. Menteri 
atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat 
memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan penca- 
tatan blokir dilakukan untuk penyelesaian masalah pertanahan yang 
bersifat strategis dan berdampak secara nasional atau penertiban tanah 
terlantar. Keadaan mendesak meliputi adanya sengketa atau konflik 
pertanahan dan perlindungan terhadap aset pemerintah. 

Pencatatan Sita dilakukan terhadap hak atas tanah dalam rangka 
kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan atau penyidikan Hak 
atas tanah yang berada dalam keadaan disita tidak dapat dialihkan 
dan/atau dibebani hak tanggungan. Hak atas tanah yang berada dalam 
keadaan disita dapat di roya, diperpanjang dan/atau diperbaharui 
dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan, para pihak yang 
berperkara dan/atau penyidik. Tindakan ini merupakan perbuatan 
administrasi pemerintahan dan tidak dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana. 

Pencatatan Sita meliputi pencatatan Sita Perkara, pencatatan Sita 
Pidana dan pencatatan Sita Berdasarkan Surat Paksa. Pencatatan Sita 


Perkara terhadap hak atas tanah yang sedang menjadi obyek perkara di 
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pengadilan. Pencatatan Sita Pidana dilakukan dalam rangka penyi- 
dikan. Pencatatan Sita Berdasarkan Surat Paksa merupakan pencatatan 
sita terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek utang pajak sesuai 


dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Soal Latihan: 

1. Jelaskan perbedaan perbedaan pemblokiran tanah dengan penyitaan 
tanah? 

2. Jelaskan persyaratan pengajuan blokir oleh perorangan atau badan 
hukum? 

3. Tata Cara Pencatatan Blokir dan Sita? 

4. Jelaskan Jangka Waktu Blokir dan Sita? 

5. Jelaskan Hapusnya Catatan Blokir perorangan atau badan hukum 
penegak hukum? 

6. Jelaskan alasan-alasan Pencatatan Blokir atas Inisiatif Kementerian? 

7. Jelaskan macam atau jenis Pencatatan Sita? 

8. Jelaskan Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah apa 


saja? 
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